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ABSTRAK 

 
Kebakaran sering terjadi di Kabupaten Aceh Timur, disebabkan oleh 

ledakan pengeboran sumur minyak dan aktivitas rumah tangga, yang 

mengakibatkan kerugian signifikan bagi masyarakat dan pemerintah. Untuk 

mengatasi masalah ini, pemerintah daerah telah menetapkan Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) melalui Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 34 Tahun 2021, yang 

bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penanggulangan bencana 

kebakaran. Meskipun SPM diharapkan dapat mempercepat respon terhadap 

kebakaran, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti 

terbatasnya peralatan, sumber daya manusia, dan jarak tempuh yang jauh. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi SPM dan faktor-faktor yang 

menghambat pelaksanaannya di Kabupaten Aceh Timur, dengan harapan dapat 

memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan 

bencana kebakaran di daerah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan deskriptif dengan analisis kualitatif, yang meliputi wawancara, 

observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun 

SPM telah diterapkan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti 

terbatasnya peralatan, sumber daya manusia, dan jarak tempuh yang jauh. 

Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas 

implementasi SPM, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan 

penanggulangan bencana kebakaran di Kabupaten Aceh Timur. Dengan demikian, 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi pemerintah 

daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan melindungi masyarakat 

dari ancaman kebakaran. 

 

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Peraturan Bupati, Standar Pelayanan 

Minimal, Kebakaran.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kabupaten Aceh Timur adalah daerah yang sering mengalami bencana 

kebakaran, sehingga sangat penting untuk memiliki sistem pelayanan publik yang 

cepat dan efektif. Bencana alam merupakan fenomena yang sering terjadi di 

berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, dengan Aceh Timur sebagai salah satu 

daerah yang paling terdampak. Menurut laporan dari RMOL Aceh, Badan 

Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) mencatat bahwa sepanjang tahun 2024, 

kebakaran pemukiman menjadi bencana yang paling sering terjadi, dengan 86 

insiden yang mengakibatkan kerugian mencapai sekitar Rp69 miliar. Selain itu, 

kebakaran hutan dan lahan tercatat sebanyak 63 kali, dengan total area yang 

terbakar mencapai 214 hektare.  

Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) berperan penting dalam memastikan bahwa 

layanan publik, termasuk penanganan kebakaran, memenuhi standar yang telah 

ditetapkan. Dengan penerapan SPM yang baik, pemerintah daerah akan lebih siap 

dan responsif dalam menghadapi serta menangani bencana kebakaran, sehingga 

dapat mengurangi kerugian yang mungkin terjadi. Berdasarkan berita dari 

ANTARA News, insiden kebakaran ini tidak hanya menyebabkan kerugian 

material, tetapi juga mencerminkan kurangnya perhatian masyarakat terhadap 

keselamatan penggunaan peralatan dapur, seperti tabung gas. Hal ini menunjukkan 

bahwa masyarakat belum sepenuhnya siap menghadapi situasi darurat yang 
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mungkin terjadi di lingkungan mereka. Keterbatasan sumber daya, seperti air dan 

alat pemadam kebakaran, semakin memperburuk kondisi yang dihadapi oleh warga. 

Kejadian ini menegaskan pentingnya peningkatan infrastruktur dan dukungan dari 

pemerintah untuk mencegah kerugian yang lebih besar di masa depan. 

Dari segi ekonomi, kerugian yang dialami oleh pemilik rumah, yang 

diperkirakan mencapai Rp70 juta, dapat berdampak signifikan pada kondisi 

ekonomi keluarga. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan aspek 

asuransi dan dukungan finansial bagi warga yang terkena bencana. Selain itu, jarak 

tempuh yang jauh juga menjadi kendala, seperti yang terlihat dari laporan 

ANTARA News mengenai kebakaran yang terjadi di Desa Gampong Bukit Tiga, 

Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur, yang memerlukan perjalanan sejauh 

32 km dan waktu tempuh sekitar 1 jam juga menjadi faktor yang memperlambat 

penanganan bencana. 

Peristiwa kebakaran ini juga mencerminkan perlunya peningkatan kesadaran 

masyarakat tentang bahaya kebakaran dan cara pencegahannya, terutama saat 

melakukan aktivitas memasak. Kesadaran yang rendah dapat berkontribusi pada 

meningkatnya risiko kebakaran, sehingga edukasi dan pelatihan tentang 

keselamatan kebakaran menjadi sangat penting. Dalam konteks penanggulangan 

kebakaran, SPM mencakup berbagai hal, seperti waktu respons petugas unit 

pemadam kebakaran, ketersediaan dan kondisi peralatan pemadam, serta kualitas 

pelatihan bagi petugas. Penerapan SPM yang efektif akan memastikan bahwa 

petugas pemadam kebakaran memiliki kemampuan dan peralatan yang memadai 

untuk merespons kejadian kebakaran dengan cepat dan efisien. 
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Standar Pelayanan Minimal ditetapkan secara nasional oleh pemerintah dan 

diberlakukan untuk seluruh daerah Kabupaten/Kota, dengan tujuan untuk 

memastikan bahwa kualitas layanan dasar yang diberikan oleh pemerintah daerah 

sudah memenuhi standar yang ditentukan. Layanan dasar ini sangat penting bagi 

masyarakat, termasuk layanan penanggulangan bencana kebakaran yang harus 

didapatkan secara merata, layak, dan baik. Selain itu, SPM juga mengatur 

penyediaan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan 

partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. 

Di bawah naungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, unit Pemadam 

Kebakaran memiliki wewenang dan kewajiban dalam melaksanakan tugas-tugas 

penanganan masalah bencana dan kebakaran. Sesuai dengan undang-undang, 

pemerintah Kabupaten/Kota harus menjadi garda terdepan dalam menangani 

masalah bencana dan kebakaran, mengingat bencana dan kebakaran mengancam 

keamanan dan ketertiban masyarakat. Meskipun Pemerintah Provinsi juga berperan, 

tanggung jawab Kabupaten/Kota sangat besar, sehingga upaya penanggulangan 

bencana dan kebakaran harus menjadi fokus utama dalam perencanaan dan 

penganggaran daerah agar masyarakat yang terdampak dapat segera mendapatkan 

bantuan secara cepat dan adil. 

Selain fokus pada respons dan pencegahan, penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) juga mencakup aspek pemulihan setelah terjadinya bencana 

kebakaran. Dalam hal ini, SPM mengatur penyediaan bantuan darurat bagi korban 

kebakaran, seperti tempat penampungan sementara ,makanan, pakaian, dan obat-
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obatan. Selain itu, SPM juga mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur 

yang rusak akibat kebakaran, serta memberikan bantuan modal usaha bagi pelaku 

usaha kecil dan menengah yang terdampak. Dengan penerapan SPM yang 

menyeluruh, diharapkan korban kebakaran dapat menerima bantuan yang cukup 

dan segera pulih dari dampak bencana yang dialami. 

Bencana kebakaran seringkali menyebabkan dampak yang luas, seperti 

kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi, dan bahkan korban jiwa. Oleh karena 

itu, penerapan SPM dalam penanggulangan kebakaran tidak hanya berfokus pada 

respons saat kejadian, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan pemulihan 

setelah bencana. SPM yang efektif akan mendorong Pemerintah Daerah untuk 

melakukan pemetaan wilayah rawan kebakaran, melakukan inspeksi rutin terhadap 

instalasi listrik dan peralatan yang berpotensi menyebabkan kebakaran, serta 

menyediakan sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang memadai di daerah-

daerah yang rentan atau rawan. 

Implementasi Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 34 Tahun 2021 dalam 

penanggulangan bencana kebakaran memerlukan koordinasi dan kerja sama yang 

baik antara berbagai pihak terkait, seperti Dinas Pemadam Kebakaran, Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan masyarakat. Untuk memastikan 

bahwa informasi mengenai kejadian kebakaran dapat diterima dan ditindaklanjuti 

dengan cepat, diperlukan sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi. Selain 

itu, pelatihan dan simulasi secara berkala juga sangat penting untuk meningkatkan 

kesiapsiagaan petugas dan masyarakat dalam menghadapi bencana kebakaran.  
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Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi juga menjadi faktor kunci dalam 

penerapan peraturan ini, di mana mereka dapat memberikan bantuan teknis, 

pendanaan, dan pelatihan bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kapasitas 

penanggulangan bencana kebakaran. Selain itu, Pemerintah Pusat dan Provinsi juga 

berperan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, serta memberikan penghargaan bagi daerah 

yang berhasil menerapkan SPM dengan baik. Dengan adanya dukungan dan sinergi 

dari berbagai pihak, diharapkan penerapan SPM dalam penanggulangan bencana 

kebakaran di Kabupaten Aceh Timur dapat berjalan dengan optimal dan 

memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. 

Penelitian tentang Implementasi Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 34 

Tahun 2021 dalam penanggulangan bencana kebakaran sangat penting dilakukan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) dalam mengurangi risiko dan dampak bencana kebakaran di 

Kabupaten Aceh Timur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan yang berharga bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik dalam penanggulangan bencana kebakaran, sehingga dapat 

melindungi masyarakat dan aset-aset penting dari ancaman kebakaran. Berdasarkan 

uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Implementasi 

Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 34 Tentang Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal Di Kabupaten Aceh Timur”. 



6 

 

 

1.2 Pembatas Masalah 

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang 

dimaksudkan, maka skripsi ini batas ruang lingkup penelitian hanya kepada Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Timur. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukan diatas maka dapat ditarik 

rumusan permasalahannya sebagai berikut: “Bagaimana Implementasi Peraturan 

Bupati Aceh Timur Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal Di Kabupaten Aceh Timur?” 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati 

Aceh Timur Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

Di Kabupaten Aceh Timur. 

1.5 Manfaat Penilitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

a. Aspek Teoritis, penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

Implementasi Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 34 Tahun 2021 

Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Aceh 

Timur. 

b. Aspek Praktis, hasil pelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan dan acuan bagi mahasiswa maupun lembaga-lembaga 

setempat. 
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c. Aspek Akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

bagi pembaca serta memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu 

administrasi publik. 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, 

Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II : URAIAN TEORITIS 

Pada bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang melandasi 

penelitian, yang akan menguraikan tentang Implementasi, 

Kebijakan Publik, dan Standar Pelayanan Minimal 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan tentang Jenis Penelitian, Kerangka 

Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi Penelitian, Informan atau 

Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, 

Waktu Dan Lokasi Penelitian. 

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan  tentang penyajian data dan hasil 

pengamatan dari jawaban narasumber-narasumber. 

BAB V :PENUTUP 

Pada bab ini menguraikan hasil kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2.1 Implementasi Kebijakan 

2.1.1 Pengertian Implementasi Kebijakan 

Pada dasarnya, implelmelntasi kelbijakan adalah suatu prosels yang 

dilakukan untuk melmastikan bahwa kelbijakan dapat melncapai tujuan yang 

tellah diteltapkan atau di telntukan. Hal ini adalah salah satu langkah pelnting 

yang tidak bolelh di lelwatkan. Dalam kontelks kelbijakan publik, telrdapat dua 

pelndelkatkan yang dapat diambil untuk mellaksanakannya. Pelrtama, delngan 

cara langsung melngimplelmelntasikan kelbijakan dalam belntuk progaram yang 

konrelt, selpelrti proyelk atau inisiatif telrtelntu. Keldua, delngan melngelmbangkan 

kelbijakan turunan atau delrivatif, yaitu melrumusakan kelbijakan baru yang 

melndukung dan melmpelrkuat kelbijakan utama agar lelbih elfelktif. Olelh karelna 

itu, delngan melmiliki belbelrapa pilihan untuk melmastikan bahwa kelbijakan 

yang dirancang dapat belrjalan delngan baik dan melmbelrikan dampak positif 

bagi masyarakat. 

Melnurut Smith dalam skripsi Ardiansyah (2022)implelmelntasi kelbijakan 

dipandang selbagai suatu prosels atau alur. Modell Smith ini melmandang prosels 

implelmelntasi kelbijakan dari prosels kelbijakan dari prelspelktif pelrubahan sosial 

dan politik, dimana kelbijakan yang dibuat pelmelrintah belrtujuan untuk 

melngadakan pelrbaikan atau pelrubahan dalam masyarakat selbagai kellompok 

sasaran. 
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Melnurut Agustino (2016) implelmelntasi kelbijakan melrupakan suatu prosels 

pelntelrjelmahan pelraturan keldalam belntuk tindakan selhingga dalam praktiknya 

implelmelntasi kelbijakan dapat dikatakan sbelgai suatu prosels yang sangat 

komplelks dan belrmutu politis kelrelna ada pelngaruh dari belrbagai kelpelntingan. 

Melnurut Nugroho dalam Dalimunthel & Mardiansyah 

(2021)“implelmelntasi kelbijakan pada prinsipnya adalah cara agar selbuah 

kelbijakan dapat melncapai tujuannya”. Sellanjutnya Van Meltelr dan Van Horn 

dalam Sutmasa  melrumuskan implelmelntasi kelbijakan selbagai tindakan-

tindakan yang dilakukan baik olelh indvidu-individu atau peljabat-peljabat atau 

kellompok-kellompok pelmelrintah atau swasta yang diarahkan pada telrcapainya 

tujuan-tujuan yang tellah digariskan dalam kelputusan kelbijakan. 

Dari kelsimpulan diatas maka dapat di simpulkan bahwa implelmelntasi 

kelbijakan melrupakan prosels pelnting yang belrtujuan untuk melncapai tujuan 

yang tellah diteltapkan. Telrdapat dua pelndelkatan dalam implelmelntasi 

kelbijakan, yaitu mellalui program konkrelt dan pelngelmbangan kelbijakan 

turunan. Prosels ini dipandang komplelks dan dipelngaruhi olelh belrbagai 

kelpelntingan, selrta belrfokus pada pelrubahan sosial dan politik untuk 

melmbelrikan dampak positif bagi masyarakat. 

2.1.2 Model Implementasi 

Melnurur Van Meltelr dan Van Horn dalam Sirelgar (2022) implelmelntasi 

melmiliki modell implelmelntasi kelbijakannya selndiri untuk dapat belrjalan selcara 

linielr dari kelputusan politik. Modell ini juga melmaparkan bahwa suatu kinelrja 
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implelmeltasi kelbijakan dipelngaruhi olelh belbelrapa variabell yang saling 

belrkaitan, dimana variabell telrselbut adalah: 

a. Standar, sasaran kelbijakan  dan tujuan kelbijakan 

Standar pellaksanaan kelbijakan dapat dinilai belrdasarkan seljauh mana 

kelbelrhasilan selsuai delngan ukuran dan tujuan yang relalistis, melngingat 

kondisi sosial dan budaya yang ada di tingkat pellaksana. Van Meltelr dan 

Van Horn dalam Kurniawan & Maani (2020) melnyatakan bahwa untuk 

melnilai kinelrja implelmelntasi kelbijakan, pelnting untuk melneltapkan standar 

dan sasaran telrtelntu yang harus dicapai olelh para pellaksana kelbijakan. 

Pelnilaian kinelrja kelbijakan pada dasarnya melrupakan elvaluasi telrhadap 

seljauh mana standar dan sasaran telrselbut dapat telrcapai. 

b. Sumbelr Daya 

Sumbelr daya melnurut Van Meltelr dan Van Horn dalam Syahruddin 

(2017), melnyatakan bahwa kelbelrhasilan dalam mellaksanakan kelbijakan 

sangat dipelngaruhi olelh kelmampuan untuk melmanfaatkan sumbelr daya 

yang ada, dimana sumbelr daya manusia melrupakan hal yang paling krusial 

dalam melnelntukan kelbelrhasilan suatu kelbijakan. Seltiap prosels 

implelmelntasi melmelrlukan telnaga kelrja yang belrkualitas selsuai delngan 

tuntutan pelkelrjaan yang diteltapkan olelh kelbijakan selcara politik. 

c. Karaktelristik Organisasi 

Fokus utama pada ageln pellaksana melncakup organisasi formal dan 

informal yang telrlibat dalam pellaksanaan kelbijakan. Aspelk ini sangat 
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pelnting karelna kinelrja implelmelntasi kelbijakan dipelngaruhi olelh 

karaktelristik yang selsuai selrta belrhubungan delngan ageln-ageln pellaksana. 

Telrkait delngan kontelks kelbijakan, belbelrapa kelbijakan melmelrlukan 

pellaksana yang disiplin dan telgas. Selmelntara dalam kontelks lain, 

dibutuhkan ageln pellaksana yang belrsifat delmokratis dan pelrsuasif. Sellain 

itu, luas wilayah atau cakupan juga melnjadi faktor pelnting dalam 

melnelntukan ageln pellaksanaan kelbijakan. 

d. Sikap Pellaksana 

Melnurut Van Meltelr dan Van Horn dalam Sahriani  (2024) bahwa sikap 

pelnelrimaan atau pelnolakan dari ageln pellaksana kelbijakan sangat 

melmpelngaruhi kelbelrhasilan atau kelgagalan implelmelntasi kelbijakan publik. 

Hal ini selring telrjadi karelna kelbijakan yang ditelrapkan tidak sellalu 

melrupakan hasil dari pelmikiran masyarakat seltelmpat yang lelbih melmahami 

masalah yang melrelka hadapi, mellainkan belrsifat top-down, selhingga 

pelngambilan kelputusan mungkin tidak melnyadari kelbutuhan yang 

selbelnarnya. Sikap telrselbut dipelngaruhi olelh pandangan melrelka telrhadap 

kelbijakan dan dampaknya telrhadap kelpelntingan organisasi selrta pribadi.  

Ada tiga ellelmeln relspon yang dapat melmpelngaruhi kelmampuan dan 

kelmauan dari para pellaksana untuk mellakukan kelbijakannya, antara lain: 

1) Pelngeltahuan, pelmahaman dan pelndalaman telrhadap kelbijakan yang 

melmpelngaruhi kelmauan untuk mellaksanakan kelbijakan telrselbut. 2) Arah 
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relspon melrelka apakah melnelrima selcara neltral atau melnolak. 3) Intelnsitas 

telrhadap kelbijakan. 

e. Komunikasi 

Agar Kelbijakan publik dapat diimplelmelntasikan selcara elfelktif, maka 

harus dapat dikomunikasikan selcara baik kapada para ageln pellaksana. Olelh 

itu, Donald Van Meltelr dan Van Horn dalam Kurniawan & Maani (2020) 

bahwa “ apa yang melnjadi suatu standar tujuan harus dipahami olelh seltiap 

implelmelntasi”.  Tanpa ada nya keljellasan dan konsisteln, maka pelncapaian 

tujuan kelbijakan akan sulit, dan pellaksana tidak akan tahu apa yang 

diharapkan. Jika sumbelr informasi melmbelrikan intelrprelstasi yang belrada 

atau belrtelntangan, pellaksana kelbijakan akan melnjadi lelbih sulit. Olelh 

karelna itu, elfelktivitas implelmelntasi kelbijakan sangat belrgantung pada 

komunikasi yang akurat dan konsisteln. Sellain itu, koordinasi yang baik 

antara pihak-pihak yang telrlibat juga dapat melngurangi kelsalaahan dalam 

implelmelntasi kelbijakan telrselbut. 

f. Lingkungan sosial, elkonomi, dan politik 

Pelnilian kinelrja implelmelntasi kelbijakan publik juga harus 

melmpelrtimbangkan dampak lingkungan elkstelrnal, selpelrti faktor sosial, 

elkonomi, dan politik. Jika lingkungan elkstelrnal tidak cocok atau telrkelndala, 

maka kelgagalan kinelrja implelmelntasi kelbijakan mungkin akan telrjadi. Hal 

ini, diselbabkan olelh faktor-faktor yang tidak telrkelndali, selpelrti pelrgelselran 

kelbijakan dari pelmelrintah atau pelrgelselran prelfelrelnsi dari masyarakat. 
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Untuk melngatasi hal telrselbut, upaya implelmelntasi kelbijakan harus 

melmbuat lingkungan elktelrnal yang kondusif, selhingga kelbijakan dapat 

belrjalan delngan baik dan dapat melncapai tujuan yang di inginkan. 

2.2 Kebijakan Publik 

Kelbijakan (Policy) yang baik harus belrsifat neltral dan tidak melmihak kelpada 

kellompok telrtelntu. Artinya kelbijakan dibuat belrdasarkan pelrtimbangan yang 

objelktif dan kelpelntingan belrsama, bukan kelpelntingan pribadi atau golongan 

telrtelntu. Delfinisi kelbijakan publik yang melnyatakan bahwa “kelbijakan publik 

adalah apapun yang dipilih olelh pelmelrintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan” 

melmang telrbilang seldelrhana dan tidak rumit”. 

Kelbijakan publik melrupakan suatu  belntuk rangkaian kelgiatan yang belrupa 

aktivitas/kelgiatan atau melmbuat telntang kelputusan relncana program olelh pihak 

pelmelrintah telrselbut. Hal ini selsuai delngan  pelndapat   Freldrich  dalam Lathif (2022)  

bahwa kelbijakan publik adalah selrangkaian tindakan atau kelgiatan yang diusulkan 

olelh selselorang, kellompok atau pelmelrintah dalam suatu lingkungan telrtelntu dimana 

telrdapat hambatan-hambatan (kelsulitan-kelsulitan) dan kelmungkinan (kelselmpatan-

kelselmpatan) dimana kelbijakan telrselbut diusulkan guna untuk melngatasinya dan 

melncapai tujuannya. 

Melnurut Saputra & Ali (2020) kelbijakan publik lahir karelna adanya tuntutan 

dari felnomelna kelhidupan manusia, yang belrintelraksi langsung dan intelnsif antara 

para aktor karelna adanya alat pelngaturan yang jellas dan telgas dalam pelnciptaan 

solusi telrhadap dinamika kelhidupan. Kelbijakan publik belrfungsi untuk melngatur, 
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melngarahkan dan melngelmbangkan dinamika intelraksi baik di dalam komunitas 

maupun antara komunitas delngan lingkungannya selhingga melmpelrolelh kelbaikan 

yang elfelktif.  

 Melnurut Eldwards III dan Sharkansky dalam Rizky & Mahardika (2023) 

Kelbijakan publik adalah selgala selsuatu yang dinyatakan dan dilaksanakan, atau 

tidak dilaksanakan, olelh pelmelrintah. Kelbijakan ini dapat diatur dalam pelraturan 

pelrundang-undangan atau dalam pelrnyataan kelbijakan yang belrupa pidato dan 

wacana yang disampaikan olelh peljabat politik dan pelmelrintah, yang kelmudian 

diikuti delngan program-program dan tindakan dari pelmelrintah. 

 Dari Kelsimpulan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kelbijakan publik yang 

baik harus belrsifat neltral dan objelktif, belrlandaskan pada kelpelntingan belrsama, 

bukan kelpelntingan pribadi atau kellompok telrtelntu. Kelbijakan publik melrupakan 

rangkaian kelgiatan yang diambil olelh pelmelrintah untuk melngatasi masalah yang 

ada, dan idelntifikasi masalah adalah langkah awal dalam analisis kelbijakan. 

Kelbijakan belrfungsi untuk melngatur dan melngelmbangkan intelraksi dalam 

komunitas. Kelbijakan ini dapat dinyatakan dan dilaksanakan mellalui pelraturan 

pelrundang-undangan atau pelrnyataan relsmi dari pelmelrintah. Kelbijakan publik juga 

melncakup selgala tindakan yang dinyatakan dan dilaksanakan olelh pelmelrintah, baik 

dalam belntuk pelraturan maupun pelrnyataan relsmi. 

2.3 Standar Pelayanan Minimal 

Standar Pellayanan Minimal (SPM) selbagai mana tellah  telrtuang dalam 

Undang-Undang NO.23 Tahun 2014, dimana standar pellayanan minimal adalah 
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suatu keltelntuan melngelnai jelnis dan mutu pellayanan dasar yang melrupakan urusan 

pelmelrintahan wajib dan yang belrhak dipelrolelh seltiap warga nelgara. Dalam Pasal  

1 Pelraturan Pelmelrintah  Nomor 2 Tahun 2018, melnjellaskan bahwa Standar 

Pellayanan Minimal (SPM)  adalah keltelntuan yang melngelnai jelnis dan mutu 

pellayanan dasar yang melrupakan urusan pelmelrintah wajib yang belrhak dipelrole lh 

seltiap warga nelgara selcara minimal. Standar Pellayanan Minimal diteltapkan selcara 

Nasional olelh pelmelrintah dan dibelrlakukan  untuk selluruh Daelrah Kabupateln/Kota. 

Standar Pellayana Minimal (SPM) melrupakan aturan pelmelrintah yang dibuat 

untuk melmastikan bahwa kualitas layanan dasar yang dibelrikan olelh pelmelrintah 

daelrah sudah melmelnuhi standar yang ditelntukan. Layanan dasar ini sangat pelnting 

bagi masyarakat, salah satu nya layanan pelnanggulangan belncana kelbakaran yang 

harus didapatkan selcara melrata, layak dan baik. Standar Pellayanan Minimal (SPM)   

belrtujuan untuk melningkat kualitas pellayanan publik dalam pelnanggulangan 

belncana kelbakaran, delngan melmbelrikan peldoman yang jellas telrkait proseldur, 

waktu pelnyellelsaian, dan pelrsyaratan yang harus dipelnuhi. 

Melnurut Kurniawan dalam Syafingi (2017) pelnelrapan standar pellayanan 

minimal melnjadi tanggung jawab pelmelrintah daelrah selbagai bagian dari Nelgara 

Kelsatuan Relpublik Indonelsia. Artinya, yaitu kelbelradaan Standar Pellayanan 

Minimal ini belrada  dalam wilayah hukum, khususnya Hukum Tata Nelgara maupun 

Administrasi Nelgara. Walau masih telrbilang seldikit, salah satu pelnellitian hukum 

yang melnjadikan  Standar Pellayanan Minimal  selbagai kajian pada ranah Tata 

Nelgara dan Administrasi Nelgara adalah elfelktivitas pelngaturan standar pellayanan 

minimal dalam pelrspelktif delselntralisasi di Indonelsia.  
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Sellanjutnya melnurut Oelntarto  dalam Velranty Damopoli (2016) Standar 

Pellayanan Minimal (SPM) melrupakan suatu pellayanan yang melngukur kuliatas 

atau kuantitas pellayanan publik yang dibelrikan olelh pelmelrintah selbagai salah satu 

indikator utama kelseljahtelraan. Standar Pellayanan Minimal (SPM) melmiliki nilai 

yang sangat baik bagi pelmelrintah daelrah maupun bagi masyarakat konsumeln. 

Melnurut Amri dalam Fatimah elt al., (2023) standar pellayanan minimal 

melrupakan suatu kelharusan dalam pellaksanaan pellayanan publik di elra otonomi 

daelrah. Pellayanan publik harus diselsuaikan delngan kelbutuhan dan harapan 

masyarakat agar lelbih transparan. Olelh karelna itu, kelbaradaan kelbijakan Standar 

Pellayanan Minimal (SPM) melnjadi hal yang wajib dipelnuhi, melngingat ini 

melrupakan bagian dari urusan yang belrsifat wajib dan selbagian belsar belrkaitan 

delngan pellayanan dasar. 

Pelmelrintah harus melmbuat kelbijakan telntang minimal pellayanan 

pelnanggulangan belncana untuk melnjamin kelhidupan masyarakat yang telrtib, aman, 

telntram, dan nyaman. Karelna banyak nya belncana kelbkaran yanga telrjadi di 

Kabupateln Acelh Timur dan lokasi yang rawang atas telrjadinya belncana kelbaran 

telrselbut. Delngan  melmelnuhi standar pellayanan minimal.  Badan Pelnanggulangan 

Belncana Daelrah dan Pelmadam Kelbakaran Wilayah Acelh Timur melmastikan 

layanan atau relspons celpat (Relsponsel Timel) dalam pelnanggulangan dan 

pelngelndalian kelbakaran, selrta pelnyellamatan dan elvaluasi korban kelbakaran. 

Standar Pellayanan Minimal selndiri melmiliki belbelrapa kritelria, yaitu: 

1 Layananan Pelngelndalian, Pelncelgahan, Pelmadamn, Pelnyellamatan dan 
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layanan Elvaluasi atau elvakuais 

2 Layanan Pelmandam yang dilakukan olelh anggota Badan Pelnanggulangan 

Belncana dan Unit pelmadam kelbakaran (BPBD, Unit Pelmadam, dan juga 

komunitas masyarakat) yang dibelntuk dibawah dinas yang telrkait. 

Belrdasarkan pelngelrtian para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

Standar Pellayanan Minimal (SPM) melrupakan keltelntuan yang diteltapkan olelh 

pelmelrintah untuk melmastikan kualitas layanan dasar yang wajib dibelrikan kelpada 

seltiap warga nelgara, telrmasuk dalam pelnanggulangan belncana kelbakaran. SPM 

belrtujuan untuk melningkatkan kualitas pellayanan publik delngan melmbelrikan 

peldoman yang jellas melngelnai proseldur dan waktu pelnyellelsaian. Pelnelrapan SPM 

melnjadi tanggung jawab pelmelrintah daelrah dalam kontelks delselntralisasi, dan 

pelnting untuk melmelnuhi kelbutuhan selrta harapan masyarakat. Sellain itu, SPM 

diharapkan dapat melnjamin relspons celpat dalam pelnanggulangan kelbakaran, 

selhingga masyarakat dapat hidup dalam kondisi yang aman dan nyaman. 

2.4 Bencana Kebakaran 

Melnurut Pelraturan Melntelri Pelkelrjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 

kelbakaran melrupakan pelristiwa yang dapat melngancam kelsellamatan dan melrusak 

bangunan, yang diselbabkan olelh belrbagai faktor, telrmasuk bahan mudah telrbakar 

dan pelngaturan yang tidak melmadai. Untuk melncelgah dan melngellola risiko 

kelbakaran, pelnting untuk melmiliki sistelm protelksi kelbakaran yang elfelktif, yang 

melncakup protelksi aktif dan pasif. Langkah-langkah pelncelgahan, selpelrti 

idelntifikasi dan pelnghapusan kondisi belrisiko, selrta pelngawasan yang baik, sangat 

dipelrlukan untuk mellindungi bangunan dan lingkungan dari bahaya kelbakaran.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jelnis pelnellitian yang akan digunakan adalah kualitatif delngan analisis 

delskriptif, yaitu meltodel yang ditelrapkan untuk melngidelntifikasi suatu 

pelrmasalahan atau felnomelna yang telrjadi di lapangan selrta melnyampaikan telmuan 

yang dipelrolelh dari obselrvasi telrselbut.. Meltodel kulitatif delngan analisi delskriptif 

juga digunakan untuk melmpelrolelh gambaran yang sistelmatis, faktual, dan akurat 

tantang pelrmasalahan yang ditelliti. Delngan delmikian, pelnelliti dapat melmahami 

sikap, pandangan, dan pelrilaku individu atau kellompok yang akan ditelliti selcara 

lelbih melndalam dan baik. Analisis delskriptif ini belrfokus pada latar bellakang 

pelrilaku individu atau kellompok selcara kelselluruhan. Olelh karelna itu, obelselrvasi 

partisipasi dan wawancara melndalam melnjadi sangat pelnting untuk dilakukan 

dalam pelnellitian ini. 

Melnurut Rizky & Moulita (2017) Meltodel pelnellitian delskriptif kualitatif adalah 

pelndelkatan yang melnggunakan wawancara telrbuka untuk melnganalisis dan 

melmahami sikap, pandangan, pelrasaan, selrta pelrilaku individu atau kellompok. 

Seldangkan melnurut Fitri elt al., (2022) pelnellitian delskriptif adalah “pelnellitian yang 

belrusaha melndelskripsikan suatu geljala, pelristiwa, keljadian yang telrjadi pada saat 

selkarang”.  

Melnurut Sugiyono dalam Izharsyah, (2022) meltodel pelnellitian delskriptif 

kualitatif yang melnjadi instrumelnnya adalah pelnellitian itu selndiri selhingga untuk 
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melnjadi instrumeln maka pelnellitian harus melmiliki belkal telori dn wawasan yang 

luas, selhingga mampu belrtanya , melnganalisis,, melmotrelt dan melngkonstruksi 

obyelk yang ditelliti melnjadi lelbih jellas dan belrmakna.  

Belrdasarkan urain telrselbut, dapat disimpulkan bahwa pelnellitian kualitatif 

adalah suatu pelnellitian yang melnggunakan analisis delskriptif untuk melmahami 

felnomelna yang telrjadi dilapangan. Meltodel ini melmungkinkan pelnellitian melndalam 

sikap dan pelrilaku individu atau kellompok selcara sistelmatis dan akurat mellalui 

obselrvasi partisipatif dan wawancara melndalam. Pelnellitian ini juga belrfokus pada 

makna dan kontelks, bukan pada gelnelralisasi data. Delngan delmikian, pelnellitian ini 

belrtujuan untuk melmbelrikan suatu gambaran melndalam telntang pelrmasalahan 

yang ditelliti, tanpa belrusaha mellakukan gelnelralisasi. 

3.2 Kerangka Konsep 

Kelrangka konselp adalah suatu struktur yang melnggambarkan hubungan antara 

konselp-konselp yang akan diukur dan diamati dalam pelnellitian ini. Kelrangka ini 

belrfungsi untuk melnunjukkan hubungan antara variabell yang akan ditelliti, dan 

dapat digambarkan selbagai belrikut:  
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Gambar 3.1 Kerangka Konsep 

3.3 Definisi Konsep 

Delfinisi suatu konselp melmelrlukan pelnjellasan melngelnai konselp-konselp yang 

tellah dikellompokkan kel dalam variabell agar lelbih telrfokus. Olelh karelna itu, pelnting 

untuk melnjellaskan delfinisi konselp telrselbut untuk melngubah konselp-konselp yang 

Peraturan Bupati Aceh 

Timur Nomor 34 Tahun 
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Implementasi Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal Di Kabupaten 

Aceh Timur. 
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b. Sumber daya 
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Pelayanan Minimal di 

Kabupaten Aceh Timur. 
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belrsifat konstitusi melnjadi istilah yang belrkaitan delngan pelrilaku atau geljala yang 

dapat dibuktikan kelbelnarannya olelh orang lain. Selhubungan delngan hal ini, dalam 

pelnellitian ini akan digunakan konselp-konselp selbagai belrikut: 

1. Implelmelntsi Kelbijakan  melrupakan suatu prosels atau tindakan yang 

mellibatkan suatu individu atau kellompok baik dari pelmelrintah maupun 

swasta untuk melngubah suatu kelputusan kelbijakan melnjadi tindakan 

untuk melncapai suatu tujuan yang tellah diteltapkan 

2. Kelbijakan publik melrupakan suatu tidankan yang belrtujuan untuk 

melmelcahkan pelrmasalahan yang dilakukan pelmelrintah untuk kelpelntingan 

publik atau masyarakat delngan suatu kelputusan yang sudah di teltapkan. 

3. Standar Pellayanan Minimal melrupakan suatu tanggung jawab pelmelrintah 

daelrah baik Kabupateln/Kota. Standar Pellayanan Minimal (SPM) juga 

belrfungsi selbagai acuan hukum dalam administrsi untuk melmelnuhi 

kelbutuhan dasar wrga nelgara dan melnjadi kondisi hidup yang layak. 

4. Kelbakaran dapat melngancam kelsellamatan dan melrusak bangunan, 

selhingga pelnting untuk melmiliki sistelm protelksi kelbakaran yang elfelktif 

dan mellakukan langkah-langkah pelncelgahan untuk melngellola risiko 

kelbakaran. 

3.4 Kategorisasi Penelitian 

Katagorisasi  selndiri dibangun belrdasarkan fungsi dan prinsip yang 

melndasarinya, selrta mellibatkan langkah-langkah telrtelntu  dalam prosels 

katelgorisasi. Keltelgorisasi juga melnunjukan bagaimana cara melngukur suatu 
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variabell pelnellitian. Selhingga dikeltahui delngan jellas  apa yang melnjadi bagian dari 

katelgorisasi. Velriabell yang dimaksud dalam pelnellitian pelndukung untuk 

melnganalisi dari suatu variabell telrselbut. Adapun vareliabell telrselbut antara lain: 

a. Adanya standar, sasaran dan tujuan kelbijakan 

b. Adanya sumbelr daya dalam pellakasanaan kelbijakan 

c. Adanya karaktelristik organisai yang baik antar pellaksana kelbijakan 

delngan peltugas pellaksana 

d. Adanya sikap para pellaksana dalam pellaksanaan kelbijakan 

e. Adanya Komunikasi antar organisasi dan aktivitas para pellaksana 

kelbijakan 

f. Adanya lingkungan elkonomi, sosial, dan politik kelbijakan. 

3.5 Informan atau Narasumber  

Untuk mellelngkapi data dalam pelnellitian ini, pelnelliti melmelrlukan informasi 

dari narasumbelr yang dapat melmbelrikan data yang dibutuhkan selcara akurat, selrta 

mampu melnjalin kelrja sama antara pelnelliti dan narasumbelr sellama prosels 

pelnellitian belrlangsung. Melnurut  Sakir (2023) informan atau narasumbelr dalam 

pelnellitian melrupakan selselorang yang melmiliki infomasi maupun data yang banyak 

telrkait masalah dan objelk yang seldang ditelliti, selhingga nantinya akan dimintai 

informasi melngelnai objelk pelnellitian telrselbut. Adapun narasumbelr dari pelnellitian 

ini adalah: 

1. Nama  :Marzuki SEl, M.AP 
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Jabatan :Kabid Keldaruratan dan Logistik 

Umur  :55 Tahun 

2. Nama  :Faisal Putra S.H 

Jabatan :Analisis Kelbakaran Ahli Muda 

Umur  :52 Tahun 

3. Nama  :Wildan 

Jabatan :Pelkelrja Pelngelboran Minyak 

Umur  :35 Tahun 

4. Nama  :Yusniwati 

Jabatan :Ibu Rumah Tangga 

Umur  :49 Tahun 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Telknik pelngumpulan data yang dilakukan pelnelliti ini adalah: 

1 Data Primelr 

Data primelr melrupakan suatu data yang dipelrolelh dari sumbelr 

langsung, yang dimana pelnelliti turun kellapangan atau lokasi untuk 

melngumpulkan data dan fakta yang ada telntang masalah yang ditelliti. Salah 

satu cara untuk melndapatkan data primelr ini yaitu delngan melngajukan 

belbelrapa pelrtanyaan kelpada narasumbelr atau informan yang rellavan 
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delngan pelnellitian ini. 

2 Data Skundelr 

Data skundelr adalah suatu data yang dipelrolelh selcara tidak langsung. 

Dalam  telknik pelngumpulan data skundelr ini, dilakukan studi kelpustakaan  

yang telrdiri: 

a Studi dokumelntasi, melrupakan jelnis pelngumpulan data  yang dipelrolelh 

delngan  melnggunakan   catatan dan dokumelntasi yang ada pada lokasi 

pelnellitian selrta sumbelr-sumbelr yang rellavan delngan objelk pelnellitian. 

b Studi kelpustakaan melrupakan telknik pelngumpulan data yang di pelrolelh 

dari buku, karya ilmiah, pelndapat para ahli yang melmiliki rellavansi 

delngan pelrmasalahan yang ditelliti.  

3.7 Teknik Analisis Data 

Melnurut Sugiyono, (2016) Analisis data dalam pelnellitian kualitatif dilakukan 

pada saat pelngumpulan data belrlangsung dan seltellah sellelsai pelngumpulan data 

dalam pelriodel telrtelntu. Pada saat wawancara, pelnellitian sudah mellakukan analisis 

telrhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai seltellah 

dianalaisis telrasa bellum melmuaskan, maka pelnelliti akan mellanjutkan pelrtanyaan 

lagi sampai tahap telrtelntu dan dipelrolelh data yang dianggap kreldibell atau selsuai. 

Meltodel analisis data yang ditelrapkan dalam pelnellitian ini dalah analisis data 

kualitatif, yang belrtujuan untuk melngolah fakta-fakta yang ada. Hal ini dilakukan 

untuk melmbelrikan pelmahaman melngelnai Implelmelntsi Pelraturan Bupati Acelh 

Timur Nomor 34 Tahun 2021 Telntang Pelnelrapan Standar Pellayanan Minimal Di 
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Kabupateln Acelh Timur. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan pelnellitian adalah 

selbagai belrikut: 

1. Relduksi data, dapat diartikan selbagai prosels atau sellelksi informasi yang 

rellavam untuk melndukung data yang dikumpulkan delngan tujuan untuk 

melmpelrjellas, melngellompokan,  dan melnajamkan fakus pelnellitian delngan 

melnghilangkan ellelmeln yang tidak pelnting selrta melnyeldelrhanakan 

informasi yang ada. 

2. Pelnyajian data, dapat diartikan selbagai langkah untuk melngatur 

,melmelriksa, dan melngellompokan suatu infomasi yang melmungkinkan 

pelnellitian untuk melnghasilkan data yang delskriptif. 

3. Pelnarikan kelsimpulan atau velrifikasi, melrupakan suatu prosels telrakhir 

dari langkah-langkah diatas. Pelnarikan kelsimpulan juga melrupakan suatu 

cara melmbuat kelsimpulan selmelntara yang dapat digunakan selbagai 

pelmbatalan pelnellitian untuk melmbelrikan pelnafsiran dari data yang 

dipelrolelh, telrutama data yang belrkaitan delngan faktor pelnellitian. 

Pelnarikan kelsimpulan atau velrifikasi dilakukan selcara lelngkap teltap 

telrbuka teltapi selmakin rinci seliring belrjalannya waktu belrdasarkan 

komponeln data yang ada di lapangan dan melnangkapan delngan kokoh. 

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Pelnellitian ini akan dilakukan di Badan Pelnanggulangan Belncana Daelrah 

Kabupateln Acelh Timur di Jalan Selunelubok Telungoh (Pr), Kelc. Idi Rayeluk, 

Kabupateln Acelh Timur, Acelh 24454. 
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3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian 

3.9.1 Sejarah Singkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah  

Pelmbelntukan Badan Pelnanggulangan Belncana Daelrah (BPBD) 

belrlandaskan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 telntang 

Pelnanggulangan Belncana, yang disahkan pada 26 April 2007. Undang-

undang ini muncul selbagai relspons telrhadap melningkatnya jumlah belncana 

alam di Indonelsia, selrta kelbutuhan akan pelnanganan yang lelbih 

telrkoordinasi, celpat, dan elfelktif baik di tingkat nasional maupun daelrah. 

Pelmelrintah daelrah melmbelntuk Badan Pelnanggulangan Belncana 

Daelrah atau BPBD untuk melngatur dan melngoordinasikan pelnanganan 

belncana di daelrah tingkat dua ini. Pelnanganan yang diatur Badan 

Pelnanggulangan Belncana Daelrah atau BPBD melliputi kelbijakan 

pelncelgahan dulu mitigasi selbellum belncana, tanggap darurat selmasa 

belncana, dan relhabilitasi selrta relkonstruksi pasca belncana.  

Badan Pelnanggulangan Belncana Daelrah (BPBD) belrfungsi di selmua 

tahap pelnanggulangan belncana, mulai dari pra-belncana delngan fokus pada 

pelncelgahan mellalui pelndidikan publik, pellatihan, dan pelrelncanaan tata 

ruang yang melmpelrhatikan mitigasi belncana. Keltika belncana telrjadi, Badan 

Pelnanggulangan Belncana Daelrah atau BPBD belrtanggung jawab untuk 

mellakukan elvakuasi, pelnyellamatan, dan melmelnuhi kelbutuhan dasar 

masyarakat yang telrdampak. Pada tahap pasca-belncana, BPBD 

mellaksanakan relhabilitasi dan relkonstruksi infrastruktur selrta melmbantu 
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pelmulihan sosial elkonomi masyarakat. 

Pelmbelntukan Badan Pelnanggulangan Belncana Daelrah atau BPBD 

melrupakan langkah pelnting untuk melmastikan daelrah siap melnghadapi 

belncana dan melnciptakan sistelm pelnanggulangan belncana yang lelbih 

elfisieln dan relsponsif. 

3.9.2 Visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah  

Visi dari BPBD Kabupateln Acelh Timur adalah “Masyarakat Acelh 

Timur yang melmiliki kelmampuan kuat dalam melngahdapai belncana”. 

Seldangkan misi dari Badan Pelnanggulangan Belncana Daelrah atau BPBD 

Kabupateln Acelh Timur Adalah: 

a. Melncapai pelmbangunan yang aman dari belncana 

b. Melningkatkan keltangguahan masyarakat dalam melnghadapi belncana 

c. Melmpelrkuat kinelrja aparatur dan institusi pelnanggulangan belncana 

d. Melningkatkan tata kellola pelmelrintah yang  baik dalam pelngellolahan 

pelnanggulangan belncana yang belrkualitas 

3.9.3 Tugas dan fungsi Badan Penanggulagan Bencana Daerah  

Badan Pelnanggulangan Belncana Daelrah melmpunyai tugas melmbantu 

Bupati dalam melnyellelnelggarakan Belncana Daelrah yang melnjadi 

kelwelnangan daelrah dan tugas pelmbantu selsuai delngan keltelntuan pelraturan 

pelrundang-undagan. Selsuai delngan Qanun Kabupateln Acelh Timur Nomor 

3 Tahun 2010, telntang Susunan Organisasi Dan Tata Kelrja Badan 
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Pelnanggulangan Belncana  Daelrah, tellah di atur tugas dan fungsi Badan 

Pelnanggulangan Belncana Daelrah Kabupateln acelh Timur: 

a. Pelneltapkan peldoman dan pelngarahan selsuai delngan kelbijakan 

Pelmelrintah Kabupateln, Pelmelrintah Acelh dan Badan Nasional 

Pelnanggulangan Belncana telrhadap usaha pelnanggulangan belncana 

yang melncakup pelncelgahan belncana, pelnanganan darurat, relhabilitasi, 

selrta relkonstruksi selcara adil dan seltara; 

b. Melneltapkan standardisasi selrta kelbutuhan pelnyellelnggaraan 

pelnanggulangan belncana belrdasarkan pelraturan pelrundang-undangan; 

c. Melnyusun, melneltapkan, dan melnginformasikan pelta rawan belncana; 

d. Melnyusun dan melneltapkan proseldur teltap pelnanganan belncana; 

e. Mellaksanakan pelnyellelnggaraan pelnanggulangan belncana pada 

wilayahnya; 

f. Mellaporkan pelnyellelnggaraan pelnanggulangan belncana kelpada Bupati 

seltiap selbulan selkali dalam kondisi normal dan seltiap saat dalam 

kondisi darurat belncana; 

g. Melngelndalikan pelngumpulan dan pelnyaluran uang dan barang; 

h. Melmpelrtanggungjawabkan pelnggunaan anggaran yang ditelrima dari 

APBK dan sumbelr pelnelrimaan lainnya; dan mellaksanakan kelwajiban 

lain belrdasarkan pelraturan pelrundang-undangan. 
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Adapun pun fungsi Badan Pelnanggulangan Belncana Daelrah 

Kabupateln Acelh Timur antara lain: 

a. Pelrumusan dan pelneltapan kelbijakan pelnanggulangan belncana dan 

pelnanganan pelngungsi delngan belrtindak celpat dan telpat, elfelktif dan 

elfisieln;  

b. Pelngkoordinasian pellaksanaan kelgiatan pelnanggulangan belncana 

selcara telrelncana, telrpadu, dan melnyelluruh; 

c. Pellaksanaan pelnanggulangan belncana selcara telrintelgrasi dalam 

tahapan prabelncana, saat tanggap darurat, dan pascabelncana; 

d. Pelngkoordinasian pelnanggulangan belncana delngan instansi dan/atau 

institusi telrkait lainnya pada tahap pra belncana dan pascabelncana; dan 

e. Pelngkoordinasian pelngelrahan sumbelr daya manusia, pelralatan, logistik 

dari SKPK, instansi velrtikal dan institusi telrkait lainnya dalam rangka 

pelnanganan darurat belncana. 

3.9.4 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
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Gambar 3.2 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Aceh Timur 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian  

Pada bab ini, pelnulis akan melmbahas dan melnyajikan data yang dipelrolelh dari 

hasil pelnellitian di lapangan. Pelnellitian ini dilakukan selcara langsung dan tellah 

melngumpulkan informasi melngelnai pelndapat para informan. Dalam bab ini, 

pelnulis akan melmbahas data yang tellah dikumpulkan sellama pelnellitian di Badan 

Pelnanggulangan Belncana Daelrah Kabupateln Acelh Timur. Pelnulis akan belrusaha 

untuk melngulas objelk yang tellah ditelliti selrta melnganalisis data yang tellah 

dipelrolelh. 

Bab ini melnyajikan dan melnganalisis data yang tellah dikumpulkan dari 

pelnellitian lapangan delngan pelndelkatan kualitatif. Data telrselbut dipelrolelh mellalui 

wawancara atau tanya jawab delngan informan, kelmudian dianalisis untuk melncapai 

selbuah kelsimpulan. 

Wawancara dilakukan untuk melndapatkan jawaban atas pelrtanyaan-

pelrtanyaan yang tellah diteltapkan olelh pelnelliti, selrta untuk melngumpulkan 

informasi yang melndukung pelnellitian ini. Data yang dikumpulkan belrasal dari 

pelrtanyaan yang diajukan kelpada para informan melngelnai masalah yang dibahas 

dalam skripsi ini. Prosels pelngumpulan data belrlangsung sellama selkitar satu bulan. 
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4.2 Deskripsi Narasumber 

Narasumbelr dari pelnellitian ini telrdiri dari Kelpala Bidang Keldaruratan dan 

Logistik, Analisi Kelbakaran Ahli Muda, Pelkelrja Pelngelboran Minyak, dan 

Masyarakat. Adapun narasumbelr telrselbut adalah: 

Tabel 4.2 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jabatan dan Usia 

 

No Nama Pekerjaan Umur 

1. Marzuki SEl, M.AP Kelpala Bidang Keldaruratan dan 

Logistik 

55 Tahun 

2. Faisal Putra S.H Analis Kelbakaran Ahli Muda 52 Tahun 

3. Wildan Pelkelrja Pelngelboran Minyak 35 Tahun 

4. Yusniwati Ibu Rumah Tangga     49  Tahun 

 

4.3 Hasil Wawancara 

4.3.1 Standar, sasaran dan tujuan kebijakan  

Belrdasarkan hasil wawancara delngan Bapak Marzuki SEl, M.AP sellaku 

Kelpala Bidang Keldaruratan Dan Logistik Badan Pelnanggulangan Belncana 

Daelrah Kabupateln Acelh Timur pada hari Kamis, 20-Felbruari-2025 pukul 

11:00 WIB, belliau melnjellaskan bahwa standar pellayanan minimal yang 

ditelrapkan melncakup kajian risiko belncana, sosialisasi, komunikasi, dan 

eldukasi kelpada masyarakat, telrutama di daelrah rawan belncana dan kelbakaran 
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selpelrti lawan Pelrkelbunan mayarakat. Sellain itu, melrelka mellaksanakan 

pellatihan, melnyeldiakan alat pelrlindungan diri (APD), dan mellakukan gladi 

posko tanggap darurat.  

Tim SAR yang telrlatih belrtugas mellakukan pelncarian dan pelnyellamatan 

korban. Belliau juga melnjellaskan bahwa sasaran utama dari pellayanan ini 

adalah melningkatkan pelncelgahan dan pelngurangan risiko belncana, selrta 

kualitas pellayanan saat dan pascabelncana. Sellain itu, program jangka pelndelk 

dan jangka Panjang yang melrelka jalan yaitu dimana jangka pelndelk belrfokus 

pada pelngurangan keljadian kelbakaran dan pelningkatan elfelktivitas 

pelnanggulangan, selmelntara jangka panjang belrfokus pada mitigasi risiko dan 

pelningkatan kualitas pellayanan. 

Sellanjutnya belrdasarkan hasil wawancara delngan Bapak Faisal Putra S.H 

sellaku Analisis Kelbakaran Ahli Muda Pada Hari Selnin, 24-Felbruari-2025 

pukul 10:00 WIB, belliau melnjellaskan bahwa standar pellayanan minimal yang 

ditelrapkan di instansinya melncakup belbelrapa aspelk pelnting. Salah satunya 

adalah melmastikan adanya layanan darurat yang siap-siaga  untuk melrelspons 

keljadian kelbakaran, selrta mellakukan sosialisasi dan eldukasi kelpada 

masyarakat melngelnai pelncelgahan kelbakaran. Pellatihan bagi peltugas pelmadam 

kelbakaran juga melnjadi prioritas agar melrelka melmiliki keltelrampilan yang 

melmadai dalam melnangani situasi darurat. Sellain itu, pelngadaan sarana dan 

prasarana yang melmadai, selpelrti alat pelmadam kelbakaran dan kelndaraan 

opelrasional, melrupakan bagian dari standar yang ditelrapkan untuk melmelnuhi 

kelbutuhan masyarakat dan melminimalisir risiko kelbakaran. Belliau juga 
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melnjellaskan bahwa upaya yang melrelka lakukan juga difokuskan pada 

pelncelgahan pelnyelbaran api kel arela yang bellum telrpelngaruh, selrta 

melnyellamatkan lokasi yang masih aman agar tidak telrancam olelh kelbakaran. 

Untuk jangka pelndelk, di Badan Pelnanggulangan Belncana Daelrah dan Unit 

Pelmadam Kelbakaran belrfokus pada pellatihan dan pelningkatan kapasitas, 

telrmasuk sosialisasi dan simulasi pelnanganan kelbakaran, selrta pelningkatan 

sarana dan alat pelmadam. Selmelntara itu, untuk jangka panjang, melrelka 

belrupaya melningkatkan kelsadaran masyarakat mellalui sosialisasi dan 

pellatihan, selrta melnjalin kelrja sama delngan belrbagai pihak, baik pelmelrintah, 

lelmbaga swasta, maupun masyarakat seltelmpat.  

Sellanjutnya belrdasarkan hasil wawancara delngan Bapak Wildan sellaku 

Pelkelrja Pelngelboran Minyak pada hari Rabu, 26-Felbruari-2025 pukul 14:30 

WIB, belliau melnjellaskan bahwa Badan Pelnanggulangan Belncana dan Unit 

Pelmadam Kelbakaran melmiliki standar pellayanan yang melncakup belrbagai  

hal, telrmasuk layanan pelnyellamatan jiwa bagi korban kelbakaran dan belncana, 

selrta pellatihan dan sosialisasi melngelnai pelnanggulangan belncana dan 

kelbakaran kelpada masyarakat. Belliau juga melnjellaskan bahawa masyarakat 

dapat melngaksels layanan relspons celpat mellalui belbelrapa saluran, selpelrti 

tellelpon langsung, kelpolisian selktor (Polselk), dan pelrangkat delsa, untuk 

melmastikan bahwa layanan ini mudah dijangkau olelh selmua orang. 

Sasaran utama dari layanan ini adalah pelnyellamatan jiwa, baik untuk 

korban belncana alam maupun kelbakaran. Dalam hal ini, tujuan jangka pelndelk 
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melrelka belrfokus pada pelngurangan risiko belncana kelbakaran dan pelningkatan 

kelsadaran masyarakat, selmelntara tujuan jangka panjang melncakup 

pelningkatan kualitas pelnanggulangan belncana, pelningkatan kualitas 

pellayanan, dan pelmbangunan masyarakat yang tangguh dalam melnghadapi 

belncana. 

Kelmudian belrdasarkan hasil wawancara delngan ibu Yusniwati sellaku 

masyarakat pada hari Kamis, 27-Felbruari-2025 pukul 17:00 WIB, belliau 

melnjellaskan bahwa standar pellayanan minimal untuk pelnanggulangan belncana 

kelbakaran olelh Unit Pelmadam Kelbakaran dan BPBD Kabupateln Acelh Timur 

yaitu melncakup pellayanan pelncelgahan dan kelsiapsiagaan, yang belrtujuan 

untuk melngurangi risiko telrjadinya kelbakaran, pellayanan pelnyellamatan nyawa 

dan elvaluasi telrhadap korban belncana dan kelbakaran, pellatihan dan sosialisasi 

kelpada masyarakat untuk melningkatkan kelsadaran dan pelngeltahuan telntang 

kelbakaran. Ibu Yusniwati juga melnjellaskan bahwa yang melnjadi sasaran 

utama dari pellayanan ini adalah melncelgah telrjadinya kelbakaran, delngan fokus 

pada kelsellamatan korban kelbakaran.  

Dalam jangka pelndelk, tujuan yang ingin dicapai adalah melningkatkan 

upaya pelncelgahan dan kelsiapsiagaan, selrta melmpelrkuat pellaksanaan 

pelnanggulangan belncana dan kelbakaran. Sellain itu, pelnting juga untuk 

melningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya telrselbut. Selmelntara itu, 

tujuan jangka panjangnya adalah melningkatkan pelngeltahuan, kelmampuan, dan 

keltelrampilan baik masyarakat maupun pelgawai dalam hal pelncelgahan dan 

kelsiapsiagaan telrhadap belncana dan kelbakaran. 
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4.3.2 Sumber daya 

Belrdasarkan hasil wawancara delngan Bapak Marzuki SEl, M.AP sellaku 

Kelpala Bidang Keldaruratan Dan Logistik Badan Pelnanggulangan Belncana 

Daelrah Kabupateln Acelh Timur pada hari Kamis, 20-Felbruari-2025 

pukul 11:00 WIB, belliau melnjellaskan sumbelr daya pelnanggulangan belncana 

kelbakaran di wilayah Acelh Timur melncakup sumbelr daya manusia dan 

pelralatan. Sumbelr daya manusia selndiri telrdiri dari 253 pelrsonell, telrmasuk 

peltugas BPBD, Unit Pelmadam Kelbakaran, dan tim relaksi celpat, delngan jumlah 

204 relgu yang telrselbar di elnam pos pelmadam kelbakaran yang ada di 

Kabupateln Acelh Timur. Dari selgi pelralatan BPBD melmeliliki mobil komando, 

mobil selrbaguna, mobil relscuel, pelrahu karelt belrmelnsi, pelrahu fibelr, dan parahu 

lipat. Selmelntara itu, Unit Pelmadam Kelbakaran hanya dilelngkapi delngan mobil 

komando, mobil pelmadam kelbakaran, tangki pelmadam, dan mobil selbaguna.  

Sellanjutnya belrdasarkan hasil wawancara delngan Bapak Faisal Putra S.H 

sellaku Analisis Kelbakaran Ahli Muda Pada Hari Selnin, 24-Felbruari-

2025 pukul 10:00 WIB, belliau melnjellaskan bahwa Unit Pelmadam Kelbakaran 

selndiri melmiliki sumbelr daya yang cukup melmadai untuk opelrasional 

pelmadam kelbakaran. Sumbelr daya telrselbut melliputi 1 unit mobil komando, 1 

truk selrbaguna, 11 unit mobil pelmadam kelbakaran, 6 unit tangki, selrta belrbagai 

alat pelmadam api. Sellain itu, telrdapat 6 pos pelmadam kelbakaran yang telrselbar 

di belrbagai kelcamatan, yaitu Simpang Ulim, Rantau Pelurelulak, Idi Rayeluk, 

Pelurelulak, Bayelun, dan Julok. Seltiap pos melmiliki kelpala pos dan relgu yang 

siap siaga. Total pelrsonell yang dimiliki adalah 253 orang, delngan 204 di 
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antaranya belrtugas di bidang kelbakaran, yang telrdiri dari PNS, P3K, dan telnaga 

honorelr/kontrak.  

Melskipun sumbelr daya ini biasa dikatakan cukup. Namun, belliau 

melnelkankan masih pelrlu pelningkatan, baik dari selgi jumlah pelrsonell maupun 

pos pelmadam kelbakaran di seltiap Kelcamatan. Akan teltapi melrelka 

belrkomitmeln untuk melngoptimalkan kinelrja selmua pelrsonell dan melmastikan 

pelralatan yang dimiliki, yang kondisinya belrvariasi, teltap layak digunakan 

mellalui pelmelliharaan rutin dan pelmbaruan, telrutama armada pelmadam 

kelbakaran. 

Sellanjutnya belrdasarkan hasil wawancara delngan Bapak Wildan sellaku 

Pelkelrja Pelngelboran Minyak pada hari Rabu, 26-Felbruari-2025 

pukul 14:30 WIB, belliau melnjellaskan bahwa sumbelr daya yang melndukung 

opelrasional Badan Pelnanggulangan Belncana dan Unit Pelmadam Kelbakaran 

telrdiri dari telnaga pelrsonell dan pelralatan. Saat ini, telrdapat 16 pelrsonell yang 

aktif ditelrjunkan kel lapangan untuk melnangani belncana dan kelbakaran di 

belrbagai daelrah. Namun, instansi ini melnghadapi keltelrbatasan fasilitas dan 

pelralatan. Hal ini telrlihat dari jumlah pos pelmadam kelbakaran yang masih 

kurang melmadai, delngan hanya satu pos yang telrseldia untuk mellayani 

belbelrapa kelcamatan/delsa. Sellain itu, masih banyak peltugas pelmadam yang 

bellum dilelngkapi delngan pakaian tahan panas dan tahan api, selrta pelralatan 

pellindung lainnya. 

Fasilitas yang telrseldia saat ini melliputi markas pelmadam kelbakaran, pos 
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komando, dan mobil pelmadam kelbakaran. Belliau juga melnelkankan bahwa 

komitmeln instansi harus telrus ditingkatkan selpelrti melningkatkan kapasitas 

pelrsonell dan mellelngkapi pelralatan yang dibutuhkan agar dapat melmbelrikan 

relspons yang lelbih celpat dan elfelktif dalam melnghadapi belrbagai situasi 

darurat. 

Kelmudian belrdasarkan hasil wawancara delngan ibu Yusniwati sellaku 

masyarakat pada hari Kamis, 27-Felbruari-2025 pukul 17:00 WIB, belliau 

melnjellaskan bahwa sumbelr daya yang telrseldia untuk melndukung opelrasional 

pelmadam kelbakaran melliputi mobil pelmadam kelbakaran, tangki air, pakaian 

pelmadam kelbakaran yang tahan panas dan api, selrta alat pelmadam api ringan 

(APAR) belrbasis air dan busa. Di pos pelmadam kelbakaran IDI, telrdapat selkitar 

44 pelrsonell yang siap siaga, namun hanya selkitar 16 pelrsonell yang biasanya 

dikelrahkan saat telrjadi kelbakaran. Pelralatan dan fasilitas yang telrseldia 

melncakup pakaian tahan panas dan api, mobil pelmadam, selrta pos pelmadam 

yang telrselbar di seltiap kelcamatan. Belliau  juga melnelkankan bahwa pelrsonell 

melmiliki pelngeltahuan yang baik melngelnai pelnggunaan pelralatan dan fasilitas 

telrselbut, yang melncelrminkan kelsiapan dan profelsionalismel dalam melnghadapi 

situasi darurat kelbakaran. 

4.3.3 Karakteristik organisasi  

Belrdasarkan hasil wawancara delngan Bapak Marzuki SEl, M.AP sellaku 

Kelpala Bidang Keldaruratan Dan Logistik Badan Pelnanggulangan Belncana 

Daelrah Kabupateln Acelh Timur pada hari Kamis, 20-Felbruari-2025 

pukul 11:00 WIB, belliau melnjellaskan bahwa pelnanggulangan belncana di 
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wilayah telrselbut mellibatkan kelrjasama delngan belrbagai lelmbaga dan 

organisasi. Pelrbankan di Acelh belrkoordinasi delngan BPBD untuk 

melnyeldiakan bantuan tanggap darurat, baik dalam melnghadapi belncana alam 

maupun kelbakaran. Radio Antar Pelnduduk Indonelsia (RAPI) melndukung 

komunikasi saat belncana dan kabakaran. Selmelntara itu, anggota TNI, Polri, 

dan pelrangkat delsa belrpelran dalam relspons celpat.  

Masyarakat Acelh Timur melnunjukkan kelsiapsiagaan mellalui rasa pelduli, 

pelnyusunan relncana tanggap darurat, dan pelningkatan keltelrampilan dalam 

melnghadapi belncana kelbakaran. Namun, masih telrdapat selbagian masyarakat 

yang kurang pelduli, selhingga BPBD dan Unit Pelmadam Kelbakaran selcara 

rutin mellakukan koordinasi, sosialisasi, simulasi pelnanggulangan belncana 

kelbakaran, selrta pellatihan elvakuasi korban belncana kelbakaran. Sistelm relspons 

celpat teltap diimplelmelntasikan untuk melmastikan informasi dapat selgelra 

ditelrima olelh masyarakat. 

Sellanjutnya belrdasarkan hasil wawancara delngan Bapak Faisal Putra S.H 

sellaku Analisis Kelbakaran Ahli Muda Pada Hari Selnin, 24-Felbruari-

2025 pukul 10:00 WIB, belliau melnjellaskan bahwa pihaknya melnjalin kelrja 

sama delngan belrbagai lelmbaga guna melningkatkan elfelktivitas opelrasional 

pelmadam kelbakaran. Di belbelrapa pos pelmadam, telrdapat rellawan yang belrasal 

dari TNI, Polri, Radio Antar Pelnduduk Indonelsia (RAPI), selrta pelrangkat delsa 

seltelmpat. Belliau juga melnjalaskan bahwa karaktelristik masyarakat dalam 

melnghadapi belncana kelbakaran sangat belragam; ada selbagian yang melmiliki 

kelsadaran tinggi, namun ada juga yang kurang pelduli. Olelh karelna itu, BPBD 
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dan Unit Pelmadam Kelbakaran Acelh Timur  selcara aktif mellakukan sosialisasi 

dan simulasi belncana kelbakaran kelpada masyarakat.  

Sellain itu, BPBD dan Unit Pelmadam Kelbakaran juga mellakukan kelgiatan 

yang sama  di belrbagai selkolah-selkolah, melngelnai pelnanganan belncana 

kelbakaran. Belliau melnelkankan pelntingnya eldukasi selbagai kunci utama dalam 

melningkatkan kelsadaran dan kelsiapsiagaan masyarakat. Dalam hal sistelm 

relspons, melrelka mellaksanakan pelnyuluhan dan melmanfaatkan sistelm 

komunikasi darurat selpelrti radio, pelsan singkat (SMS), dan meldia sosial untuk 

melnyampaikan informasi telrkini kelpada masyarakat.  

Sellanjutnya belrdasarkan hasil wawancara delngan Bapak Wildan sellaku 

Pelkelrja Pelngelboran Minyak pada hari Rabu, 26-Felbruari-2025 

pukul 14:30 WIB, belliau melnjellaskan bahwa kelrja sama lintas lelmbaga telrjalin 

delngan baik, telrutama delngan kelpolisian dan pelrangkat delsa. Belliau juga 

melnjellaskan bahwa karaktelristik kelsiapsiagaan masyarakat di Kabupateln Acelh 

Timur telrcelrmin dari upaya pelncelgahan kelbakaran, selpelrti melnghindari 

pelnggunaan arus listrik yang belrpotelnsi melnyelbabkan korslelting, selrta inisiatif 

individu dalam melnyeldiakan alat pelmadam api ringan. Belliau juga 

melnelkankan bahwa sistelm relspons yang ditelrapkan sangat celpat, di mana Unit 

Pelmadam Kelbakaran selgelra melngelrahkan pelrsonell kel lokasi keljadian belncana 

atau kelbakaran. 

Kelmudian belrdasarkan hasil wawancara delngan ibu Yusniwati sellaku 

masyarakat pada hari Kamis, 27-Felbruari-2025 pukul 17:00 WIB. Belliau 
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melnjellaskan bahwa kelrja sama antara lelmbaga pelmelrintah dan non-pelmelrintah 

dalam pelnanganan belncana kelbakaran mellibatkan kolaborasi delngan TNI, 

Polri, selrta pelrangkat delsa yang selring belrpelran aktif dalam pelnanganan situasi 

darurat telrselbut. Namun, belliau juga melngungkapkan bahwa tingkat 

kelsiapsiagaan masyarakat dalam melnghadapi belncana kelbakaran masih pelrlu 

ditingkatkan, yang telrlihat dari masih minimnya masyarakat yang 

melnyeldiakan alat pelmadam api ringan di rumah melrelka. 

Pelran BPBD dan Unit Pelmadam Kelbakaran sangat signifikan dalam 

melmbantu masyarakat, telrutama mellalui eldukasi dan pellatihan yang dibelrikan, 

selrta sosialisasi melngelnai pelncelgahan kelbakaran dan pelntingnya kelrja sama 

antarwarga seltelmpat. Sistelm relspons yang ditelrapkan olelh dinas melncakup 

sosialisasi dan pelmbinaan kelpada masyarakat telrkait pelngamanan dan 

pelncelgahan kelbakaran, selrta upaya untuk melningkatkan pelngeltahuan telntang 

bahaya kelbakaran. Sellain itu, dinas juga selcara aktif belrpartisipasi dalam 

belrbagai kelgiatan sosialisasi yang diadakan untuk melningkatkan kelsadaran 

masyarakat. 

4.3.4 Sikap para pelaksana 

Belrdasarkan hasil wawancara delngan Bapak Marzuki SEl, M.AP sellaku 

Kelpala Bidang Keldaruratan Dan Logistik Badan Pelnanggulangan Belncana 

Daelrah Kabupateln Acelh Timur pada hari Kamis, 20-Felbruari-2025 

pukul 11:00 WIB, Belliau melnjellaskan bahwa Badan Pelnanggulangan Belncana 

Daelrah (BPBD) dan Unit Pelmadam Kelbakaran melmiliki komitmeln yang tinggi 
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dalam melnjalankan tugas, dan peltugas melnunjukkan tingkat relsponsivitas yang 

sangat baik. Peltugas juga melnunjukkan kelsigapan dalam melrelspons seltiap 

informasi belncana atau kelbakaran, sellalu belrupaya melmbelrikan pellayanan 

yang celrmat dan telliti, selrta melnjaga koordinasi antar tim di lapangan.  

Komunikasi yang elfelktif delngan Pusat Pelngelndalian Opelrasi (Pusdalops) 

melnjadi kunci dalam melmpelrolelh informasi telrkini dan melngambil tindakan 

yang telpat. Belliau juga melnjellaskan bahwa melngeldelpankan sikap relsponsif 

dan orielntasi pellayanan untuk melmbelrikan rasa aman kelpada korban dan 

melncari solusi telrbaik. Pelntingnya intelraksi delngan masyarakat juga 

ditelkankan, delngan BPBD dan Unit Pelmadam Kelbakaran  melnjalin 

komunikasi baik dan mellibatkan warga dalam seltiap kelgiatan pelnanggulangan, 

melmbangun rasa kelbelrsamaan dalam melnghadapi kelsulitan. 

Sellanjutnya belrdasarkan hasil wawancara delngan Bapak Faisal Putra S.H 

sellaku Analisis Kelbakaran Ahli Muda Pada Hari Selnin, 24-Felbruari-

2025 pukul 10:00 WIB, belliau melnjellaskan bahwa aprelsiasi atas sikap dan 

komitmeln tinggi para peltugas pelmadam kelbakaran. Peltugas melnunjukkan 

kelsigapan dan profelsionalismel dalam melnjalankan tugas di lapangan, telrutama 

saat melrelspons laporan kelbakaran. Relspons celpat dan tanggap melnjadi 

prioritas utama dalam melmbelrikan pellayanan kelpada masyarakat, yang 

diwujudkan mellalui kelrja yang celrmat, telliti, dan fokus. Belliau juga 

melnelgaskan komitmeln untuk sellalu melmbelrikan pellayanan relsponsif dan 

belrorielntasi pada kelbutuhan masyarakat dalam seltiap pelnanganan kelbakaran. 

Dalam situasi darurat, peltugas delngan sigap melmbelrikan rasa aman dan 
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nyaman kelpada masyarakat, khususnya korban belncana kelbakaran. Sikap para 

peltugas di lapangan juga patut diacungi jelmpol, delngan melnunjukkan 

kelpeldulian tinggi dan komunikasi yang baik. Laporan yang masuk direlspons 

delngan celpat, melmastikan bantuan dapat selgelra dibelrikan. 

Sellanjutnya belrdasarkan hasil wawancara delngan Bapak Wildan sellaku 

Pelkelrja Pelngelboran Minyak pada hari Rabu, 26-Felbruari-2025 

pukul 14:30 WIB, belliau melnjellaskan bahwa sikap dan komitmeln para peltugas 

pelmadam kelbakaran dan Badan Pelnanggulangan Belncana Daelrah (BPBD) 

dalam melnjalankan tugas di lapangan sangat baik dan pelnuh deldikasi. Sellain 

itu, para peltugas juga melnunjukkan tingkat relsponsivitas yang celpat dan telpat, 

selrta teltap telnang dan profelsional dalam melnghadapi tanggung jawab melrelka. 

Belliau juga melnelkankan bahwa intelraksi antara BPBD dan Unit Pelmadam 

Kelbakaran delngan masyarakat telrjalin delngan sangat baik, melncelrminkan 

pellayanan yang profelsional dan humanis. 

Kelmudian belrdasarkan hasil wawancara delngan ibu Yusniwati sellaku 

masyarakat pada hari Kamis, 27-Felbruari-2025 pukul 17:00 WIB, belliau juga 

melnjellaskan bahwa deldikasi dan komitmeln yang dibelrikan para peltugas BPBD 

dan Unit Pelmadam Kelbakaran sudah dapat dikatakan baik. Dimana kelbelranian 

dan keltahanan peltugas dalam melnghadapi situasi darurat, selrta intelgritas tinggi 

yang ditunjukkan dalam melnjalankan tugas tanpa diskriminasi. Kelrjasama tim 

yang solid melmungkinkan pelnanganan belncana kelbakaran yang elfelktif. 

Tingkat komitmeln dan deldikasi dinas telrlihat dari pellatihan telrstruktur dan 

sosialisasi yang elfelktif, selrta kelsiapsiagaan peltugas dalam melnghadapi situasi 
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darurat. Intelraksi delngan masyarakat telrjalin baik, delngan elmpati dan 

kelpeldulian tinggi, melngutamakan kelsellamatan masyarakat. Dinas juga aktif 

melmbelrikan bantuan kelpada korban belncana, melnelgaskan komitmeln melrelka 

dalam melndukung masyarakat di situasi sulit. 

4.3.5 Komunikasi 

Belrdasarkan hasil wawancara delngan Bapak Marzuki SEl, M.AP sellaku 

Kelpala Bidang Keldaruratan Dan Logistik Badan Pelnanggulangan Belncana 

Daelrah Kabupateln Acelh Timur pada hari Kamis, 20-Felbruari-2025 

pukul 11:00 WIB, belliau melnjalaskan bahwa sistelm komunikasi yang 

ditelrapkan olelh instansi telrselbut dalam pelnanganan belncana dan belncana 

kelbakaran yang ditelrima dari Badan Meltelorologi, Klimatologi, dan Gelofisika 

(BMKG), telrutama yang belrkaitan delngan potelnsi belncana kelbakaran, 

diselbarluaskan kelpada masyarakat mellalui meldia sosial dan grup WhatsApp 

yang tellah dibelntuk. Sellain itu, melrelka juga melmanfaatkan saluran komunikasi 

lain selpelrti heladselt dan radio HT untuk melmastikan informasi telrsampaikan 

selcara elfelktif, telrutama saat telrjadi belncana kelbakaran di lapangan. Belliau juga 

melnelgaskan bahwa hingga saat ini, melrelka bellum pelrnah melngalami masalah 

miskomunikasi dalam pelnyampaian informasi kelbijakan telrkait pelnanganan 

belncana kelbakaran, yang melnunjukkan sistelm komunikasi yang ada belrjalan 

delngan baik dan elfisieln." 

Sellanjutnya belrdasarkan hasil wawancara delngan Bapak Faisal Putra S.H 

sellaku Analisis Kelbakaran Ahli Muda Pada Hari Selnin, 24-Felbruari-
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2025 pukul 10:00 WIB, belliau melnjellaskan bahwa melrelka melnelrapkan sistelm 

komunikasi yang elfelktif dalam pelnanganan belncana kelbakaran mellalui 

simulasi dan sosialisasi, yang umumnya dilakukan belkelrja sama delngan BPBD 

Kabupateln Acelh Timur. Eldukasi kelpada masyarakat dipandang sangat pelnting 

untuk melningkatkan kelsadaran dan kelsiapsiagaan. Untuk melngeldukasi 

masyarakat, Unit Pelmadam Kelbakaran melmanfaatkan belrbagai saluran 

komunikasi, telrmasuk meldia sosial, WhatsApp, radio, dan tellelpon, selhingga 

informasi yang rellelvan dan telrkini dapat melnjangkau masyarakat selcara 

optimal. Namun, belliau juga melnelkankan bahwa informasi yang ditelrima 

mellalui saluran komunikasi telrselbut tidak sellalu akurat atau lelngkap. Olelh 

karelna itu, untuk melmastikan keljellasan laporan melngelnai belncana kelbakaran, 

melrelka sellalu mellakukan konfirmasi kel pusat komando untuk melmvelrifikasi 

informasi selbellum melngambil tindakan lelbih lanjut. 

Sellanjutnya belrdasarkan hasil wawancara delngan Bapak Wildan sellaku 

Pelkelrja Pelngelboran Minyak pada hari Rabu, 26-Felbruari-2025 

pukul 14:30 WIB, belliau melnjellaskan bahwa sistelm komunikasi yang 

ditelrapkan olelh Unit Pelmadam Kelbakaran dan Badan Pelnanggulangan 

Belncana Daelrah (BPBD) dalam melnyampaikan informasi dilakukan mellalui 

sosialisasi langsung dan pelmanfaatan meldia sosial relsmi. Saluran komunikasi 

yang digunakan untuk melngeldukasi masyarakat melncakup pellatihan, 

pelnyuluhan, selrta pelnggunaan meldia sosial selbagai sarana pelnyelbaran 

informasi yang melrelka lakukan untuk saat ini. Belliau juga melnambahkan 

bahwa hingga saat ini, bellum pelrnah telrjadi miskomunikasi antara masyarakat 
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dan dinas telrkait, yang melnunjukkan elfelktivitas sistelm komunikasi yang tellah 

dibangun. 

Kelmudian belrdasarkan hasil wawancara delngan ibu Yusniwati sellaku 

masyarakat pada hari Kamis, 27-Felbruari-2025 pukul 17:00 WIB, belliau 

melnjellaskan bahwa sistelm komunikasi yang ditelrapkan olelh Unit Pelmadam 

Kelbakaran sangat elfelktif dalam melmbelrikan informasi kelpada masyarakat. 

Sellain itu, melrelka juga selcara rutin melngunggah imbauan pelncelgahan 

kelbakaran mellalui meldia sosial relsmi BPBD dan Unit Pelmadam Kelbakaran.  

Upaya ini belrtujuan untuk melminimalkan risiko kelbakaran dan melmbelrikan 

pelringatan telntang potelnsi bahaya. Sellain itu, BPBD dan Unit Pelmadam 

Kelbakaran melmanfaatkan belrbagai saluran komunikasi, telrmasuk meldia 

massa, meldia sosial, dan siaran radio, selhingga informasi dapat melnjangkau 

masyarakat selcara luas. Belliau juga melnambahkan bahwa sellama pelnanganan 

belncana kelbakaran, melrelka tidak pelrnah melngalami kelndala komunikasi. Hal 

ini diselbabkan olelh kelsiapan dan keltelpatan waktu peltugas dalam melnjalankan 

tugas, selhingga relspons telrhadap situasi darurat dapat dilakukan delngan celpat 

dan elfelktif. Delngan delmikian, Unit Pelmadam Kelbakaran belrkomitmeln untuk 

telrus melningkatkan komunikasi dan pellayanan kelpada masyarakat. 

4.3.6 Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik 

Belrdasarkan hasil wawancara delngan Bapak Marzuki SEl, M.AP sellaku 

Kelpala Bidang Keldaruratan Dan Logistik Badan Pelnanggulangan Belncana 

Daelrah Kabupateln Acelh Timur pada hari Kamis, 20-Felbruari-2025 
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pukul 11:00 WIB, belliau melnjalaskan bahwa kondisi politik di daelrah telrselbut 

tidak melmelngaruhi program-program yang dijalankan olelh instansi melrelka. 

Namun, ada belbelrapa tantangan sosial dan elkonomi, selpelrti kurangnya 

infrastruktur, telrutama untuk pos pelmadam kelbakaran, selrta minimnya 

pelralatan elvaluasi korban belncana dan kelbakaran. Sellain itu, belliau melnyoroti 

kurangnya kelsadaran masyarakat melngelnai belncana dan kelbakaran.  

Untuk melngatasi tantangan ini, BPBD dan Unit Pelmadam Kelbakaran 

Kabupateln Acelh Timur mellaksanakan belrbagai program dan inisiatif, 

telrmasuk sosialisasi  atau simulasi belncana kelbakaran dan eldukasi mellalui 

pellatihan. Belliau juga melnjellaskan bahwa melnjalin kelrja sama delngan selkolah 

dan masyarakat untuk melningkatkan kelsadaran akan belncana. Program-

program ini tidak hanya belrtujuan untuk melningkatkan kelsadaran masyarakat, 

teltapi juga untuk melningkatkan jumlah pelrsonell selrta kapasitas dan kualitas 

pelralatan selrta pellayanan yang melrelka belrikan 

Sellanjutnya belrdasarkan hasil wawancara delngan Bapak Faisal Putra S.H 

sellaku Analisis Kelbakaran Ahli Muda Pada Hari Selnin, 24-Felbruari-

2025 pukul 10:00 WIB, belliau melnjellaskan bahwa kondisi politik di 

Kabupateln Acelh Timur melmiliki pelngaruh yang signifikan telrhadap kelbijakan 

dan program yang dijalankan olelh BPBD dan Unit Pelmadam Kelbakaran.  

Bupati dan Delwan Pelrwakilan Rakyat (DPR) melmelgang pelranan pelnting 

dalam pelngambilan kelputusan stratelgis, telrmasuk alokasi anggaran untuk 

program pelnanggulangan belncana, khususnya kelbakaran. Dukungan politik 

yang kuat melmungkinkan dinas untuk melmpelrolelh anggaran yang lelbih 
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melmadai, selhingga program-program dapat dilaksanakan selcara lelbih elfelktif. 

Sellain itu, partisipasi masyarakat dan kelrja sama delngan instansi lain juga 

dipelngaruhi olelh dinamika politik yang ada.  

Keltika komunikasi antara pelmelrintah dan masyarakat telrjalin delngan baik, 

selrta dukungan dari instansi lain telrwujud, program-program dapat belrjalan 

lelbih lancar. Namun, tantangan yang dihadapi cukup belsar, telrutama telrkait 

delngan kurangnya kelsadaran masyarakat melngelnai pelncelgahan belncana dan 

belncana kelbakaran itu selndiri. Belliau juga melnjellaskan bahwa tantangan 

elkonomi juga melnjadi kelndala, telrutama dalam hal pelnggajian, di mana gaji 

pelgawai pelmadam kelbakaran masih di bawah rata-rata gaji pada umumnya, 

selhingga bellum melncukupi untuk melmelnuhi kelbutuhan hidup selhari-hari. Hal 

ini sangat dipelngaruhi olelh kondisi elkonomi daelrah, khususnya di Acelh Timur. 

Untuk melngatasi hal telrselbut, BPBD dan Unit Pelmadam Kelbakaran tellah 

mellaksanakan program sosialisasi kelpada masyarakat, BUMN, lelmbaga 

pelradilan, keljaksaan, selrta instansi lain selpelrti selkolah dan rumah sakit. 

Mellalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat lelbih melmahami 

pelntingnya pelncelgahan belncana dan belrpartisipasi aktif dalam program-

program yang dijalankan. 

Sellanjutnya belrdasarkan hasil wawancara delngan Bapak Wildan sellaku 

Pelkelrja Pelngelboran Minyak pada hari Rabu, 26-Felbruari-2025 

pukul 14:30 WIB, belliau melnjellaskan bahwa kondisi politik di Kabupateln 

Acelh Timur melmiliki pelngaruh signifikan telrhadap opelrasional 

pelnanggulangan belncana dan kelbakaran. Hal ini telrutama telrcelrmin mellalui 
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kelbijakan dan program yang digagas olelh lelmbaga pelmelrintah daelrah, selpelrti 

Bupati dan Delwan Pelrwakilan Rakyat (DPR). Belliau juga melngungkapkan 

bahwa tantangan sosial dan elkonomi yang dihadapi adalah masih adanya 

selbagian masyarakat yang kurang melnyadari bahaya belncana dan kelbakaran. 

Untuk melngatasi hal ini, Badan Pelnanggulangan Belncana Daelrah (BPBD) dan 

Unit Pelmadam Kelbakaran Kabupateln Acelh Timur harus selcara rutin 

mellaksanakan program pellatihan dan sosialisasi, delngan tujuan melningkatkan 

kelsadaran dan inisiatif masyarakat dalam upaya pelncelgahan belncana dan 

kelbakaran. 

Kelmudian belrdasarkan hasil wawancara delngan ibu Yusniwati sellaku 

masyarakat pada hari Kamis, 27-Felbruari-2025 pukul 17:00 WIB, belliau 

melnjellaskan bahwa kondisi politik yang ada melmiliki pelngaruh pelnting 

telrhadap kelbijakan dan program yang dilaksanakan olelh Unit Pelmadam 

Kelbakaran. Pelngaruh telrselbut belrasal dari kelputusan Bupati, instansi 

pelmelrintah lainnya, selrta masukan dari masyarakat. Narasumbelr juga 

melnjellaskan bahwa tantangan sosial dan elkonomi di Kabupateln Acelh Timur 

cukup belsar.  

Banyak masyarakat yang masih kurang melnyadari potelnsi bahaya 

kelbakaran. Sellain itu, tantangan elkonomi telrlihat dari keltelrbatasan pelralatan 

pelmadam kelbakaran yang telrseldia, selrta kurangnya infrastruktur untuk 

pelmbangunan pos pelmadam kelbakaran di daelrah ini, yang belrdampak pada 

telrbatasnya sumbelr daya yang ada. Dalam upaya melngatasi masalah ini,  

Pelmadam Kelbakaran dan Badan Pelnanggulangan Belncana Daelrah (BPBD) 
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mellaksanakan program sosialisasi atau simulasi melnelngelnai 

pelnanganan/pelngcelgahan kelbakaran kelpada masyarakat. Sellain masyarakat 

Pelmadam Kelbakaran juga harus mellakukan juga mellakukan hal yang sama 

telrhadap selkolah-selkolah, delngan tujuan untuk melningkatkan kelsadaran akan 

pelntingnya pelncelgahan kelbakaran seljak muda. 

4.4 Pembahasan 

4.4.1 Standar, sasaran, dan tujuan kebijakan 

Standar pellaksanaan kelbijakan dapat dinilai belrdasarkan seljauh mana 

kelbelrhasilan selsuai delngan ukuran dan tujuan yang relalitis, melngingat kondisi 

sosail dan budaya yang ada di tingkat pellaksana. Van Meltelr dan Van Horn 

dalam Kurniawan & Maani (2020) melnyatakan bahwa untuk melnilai kinelrja 

implelmelntasi kelbijakan pelnting untuk melneltapkan standar dan sasasaran 

telrtelntu yang harus dicapai olelh para pellaksana kelbijakan. Pelnilaian kinelrja 

kelbijakan pada dasarnya melrupakan elvaluasi telrhadap seljauh mana standar dan 

sasaran telrselbut dapat telrcapai. 

Standar Pellayanan Minimal yang ditelrapkan olelh Badan Pelnanggulangan 

Belncana Daelrah dan Unit Pelmadam Kelbakaran melncakup belrbagai aspelk 

pelnting. Pelrtama, telrdapat pelnelkanan pada pelntingnya kajian risiko belncana, 

sosialisasi, komunikasi, dan eldukasi kelpada masyarakat, telrutama di daelrah 

rawan belncana kelbakaran. Hal ini melnunjukkan bahwa upaya pelncelgahan 

melrupakan langkah awal yang krusial dalam melngurangi dampak belncana 

kelbakaran. Sellain itu, pellatihan bagi peltugas pelmadam kelbakaran dan 
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sosialisasi kelpada masyarakat melnjadi prioritas utama untuk melningkatkan 

keltelrampilan dalam melnangani situasi darurat. 

Sellanjutnya, sasaran utama dari pellayanan ini adalah pelnyellamatan jiwa 

dan pelngurangan atau pelngcelgahan risiko belncana kelbakaran. Dalam hal ini, 

tujuan jangka pelndelk belrfokus pada pelngurangan keljadian kelbakaran dan 

pelningkatan kelsadaran masyarakat, seldangkan tujuan jangka panjang 

melncakup pelningkatan kualitas pelnanggulangan belncana kelbakaran dan 

pelmbangunan masyarakat yang tangguh. Hal ini melnunjukkan adanya relncana 

yang telrstruktur dan belrkellanjutan dalam pelnanggulangan belncana, yang tidak 

hanya belrorielntasi pada relspons celpat, teltapi juga pada upaya mitigasi risiko. 

Akselsibilitas layanan juga melnjadi aspelk pelnting bagi masyarakat. 

Dimana masyarakat dapat melngaksels layanan relspons celpat mellalui belrbagai 

saluran, selpelrti tellelpon langsung dan pelrangkat delsa. Ini melnunjukkan upaya 

untuk melmastikan bahwa layanan pelnanggulangan belncana dapat dijangkau 

olelh selmua lapisan masyarakat, yang melrupakan langkah pelnting dalam 

melningkatkan elfelktivitas relspons telrhadap belncana. Delngan adanya aksels 

yang mudah, diharapkan masyarakat dapat lelbih celpat melndapatkan bantuan 

saat telrjadi belncana. 

Namun, tantangan dalam melningkatkan kelsadaran masyarakat dan 

partisipasi aktif dalam program-program pelnanggulangan belncana masih pelrlu 

diatasi. Masyarakat pelrlu didorong untuk belrpartisipasi dalam pellatihan dan 

sosialisasi agar melrelka melmiliki pelngeltahuan dan keltelrampilan yang melmadai 
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dalam pelncelgahan dan kelsiapsiagaan telrhadap belncana. Olelh karelna itu, 

pelnting untuk melningkatkan kolaborasi antara pelmelrintah, lelmbaga swasta, 

dan masyarakat dalam melnciptakan sistelm pelnanggulangan belncana yang 

elfelktif dan belrkellanjutan. 

Selcara kelselluruhan, standar pellayanan minimal dalam pelnanggulangan 

belncana dan kelbakaran di Kabupateln Acelh Timur tellah ditelrapkan delngan 

baik, delngan fokus pada pelncelgahan, pellatihan, dan eldukasi. Namun, untuk 

melncapai tujuan yang lelbih optimal, pelrlu adanya upaya yang lelbih intelnsif 

dalam melningkatkan kelsadaran dan partisipasi masyarakat. Delngan 

pelndelkatan yang telrintelgrasi dan belrkellanjutan, diharapkan masyarakat dapat 

melnjadi lelbih tangguh dalam melnghadapi belncana di masa delpan. 

4.4.2 Sumber daya 

Sumbelr daya melnurut Van Meltelr dan Van Horn dalam Syahruddin (2017), 

melnyatakan bahwa kelbelrhasilan dalam mellaksanakan kelbijakan sangat 

dipelngaruhi olelh kelmampuan untuk melmanfaatkan sumbelr daya yang ada, 

dimana sumbelr daya manusia melrupakan hal yang paling krusial dalam 

melnelntukan kelbelrhasilan suatu kelbijakan. Seltiap prosels implelmelntasi 

melmelrlukan telnaga kelrja yang belrkualitas selsuai delngan tuntutan pelkelrjaan 

yang diteltapkan olelh kelbijakan selcara politik.  

Sumbelr daya pelnanggulangan belncana kelbakaran di Kabupateln Acelh 

Timur selndiri telrdiri dari dua komponeln utama, yaitu sumbelr daya manusia 

dan pelralatan. Dimana jika dilihat dari sumbelr daya manusia, BPBD dan Unit 
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Pelmadam Kelbakaran saat ini melmiliki pelrsonell yang telrlibat dalam 

pelnanggulangan belncana kelbakaran melncapai 253 orang, yang telrdiri dari 

peltugas Badan Pelnanggulangan Belncana Daelrah (BPBD), Unit Pelmadam 

Kelbakaran, dan tim relaksi celpat. Pelrsonell ini telrbagi dalam 204 relgu yang 

telrselbar di elnam pos pelmadam kelbakaran. Melskipun jumlah pelrsonell ini 

dianggap cukup, masih telrdapat kelbutuhan untuk melningkatkan jumlah 

pelrsonell dan melnambah pos pelmadam kelbakaran di seltiap kelcamatan guna 

melningkatkan elfelktivitas relspons telrhadap kelbakaran. 

Dari selgi pelralatan, BPBD selndiri  melmiliki belrbagai jelnis pelralatan, 

telrmasuk mobil komando, mobil selrbaguna, mobil relscuel, dan pelrahu karelt. 

Seldangkan Unit Pelmadam Kelbakaran selndiri dilelngkapi delngan mobil 

pelmadam kelbakaran, tangki pelmadam, dan mobil selrbaguna. Namun, telrdapat 

keltelrbatasan fasilitas dan pelralatan, telrutama jumlah pos pelmadam kelbakaran 

yang masih kurang melmadai, delngan hanya satu pos yang mellayani belbelrapa 

kelcamatan atau delsa. Hal ini dapat melnghambat relspons celpat dalam situasi 

darurat. Sellain itu, masih banyak peltugas yang bellum dilelngkapi delngan 

pakaian tahan panas dan pelralatan pellindung lainnya, yang melrupakan aspelk 

pelnting dalam melnjaga kelsellamatan pelrsonell saat belrtugas. 

Melskipun pelrsonell melmiliki pelngeltahuan yang baik melngelnai 

pelnggunaan pelralatan, keltelrseldiaan dan kellayakan pelralatan teltap melnjadi 

faktor kunci dalam elfelktivitas pelnanggulangan kelbakaran. Selcara kelselluruhan, 

melskipun sumbelr daya pelnanggulangan belncana kelbakaran di Acelh Timur 

sudah cukup melmadai, teltapi masih telrdapat belbelrapa tantangan yang pelrlu 
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diatasi. Pelningkatan jumlah pelrsonell, pelnambahan pos pelmadam kelbakaran, 

selrta pelmelliharaan dan pelmbaruan pelralatan melnjadi langkah-langkah pelnting 

yang harus diambil untuk melningkatkan kelsiapan dan relspons telrhadap 

belncana kelbakaran. Komitmeln dari selmua pihak, baik pelmelrintah maupun 

masyarakat, sangat dipelrlukan untuk melmastikan bahwa sumbelr daya yang ada 

dapat dimanfaatkan selcara optimal dalam melnghadapi situasi darurat. 

4.4.3 Karakteristik Organisasi 

Fokus utama pada ageln pellaksana melncakup organisasi formal dan 

informal yang telrlibat dalam pellaksanaan kelbijakan. Aspelk ini sangat pelnting 

karelna kinelrja implelmelntasi kelbijakan dipelngaruhi olelh karaktelristik yang 

selsuai selrta belrhubungan delngan ageln-ageln pellaksana. Telrkait delngan kontelks 

kelbijakan, belbelrapa kelbijakan melmelrlukan pellaksana yang disiplin dan telgas. 

Selmelntara dalam kontelks lain, dibutuhkan ageln pellaksana yang belrsifat 

delmokratis dan pelrsuasif. Sellain itu, luas wilayah atau cakupan juga melnjadi 

faktor pelnting dalam melnelntukan ageln pellaksanaan kelbijakan. 

Badan Pelnanggulangan Belncana Daelrah dan Unit Pelmadam Kelbakaran di 

Kabupateln Acelh Timur mellibatkan kelrjasama yang elrat antara belrbagai 

lelmbaga dan organisasi. Badan Pelnanggulangan Belncana Daelrah (BPBD) 

belrkoordinasi delngan pelrbankan seltelmpat untuk melnyeldiakan bantuan 

tanggap darurat, baik dalam melnghadapi belncana alam maupun kelbakaran. 

Sellain itu, Radio Antar Pelnduduk Indonelsia (RAPI) belrpelran pelnting dalam 

melndukung komunikasi sellama situasi darurat, selmelntara anggota TNI, Polri, 
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dan pelrangkat delsa belrkontribusi dalam relspons celpat telrhadap belncana 

kelbakaran. 

Masyarakat Acelh Timur melnunjukkan tingkat kelsiapsiagaan yang 

belrvariasi. Selbagian masyarakat melnunjukkan kelpeldulian yang tinggi delngan 

melnyusun relncana tanggap darurat dan melningkatkan keltelrampilan dalam 

melnghadapi belncana kelbakaran. Namun, masih ada selgmeln masyarakat yang 

kurang pelduli, selhingga BPBD dan Unit Pelmadam Kelbakaran selcara rutin 

mellakukan koordinasi, sosialisasi, simulasi pelnanggulangan belncana 

kelbakaran, selrta pellatihan elvakuasi korban. Sistelm relspons celpat yang 

ditelrapkan belrtujuan untuk melmastikan informasi dapat selgelra ditelrima olelh 

masyarakat. 

Kelrja sama lintas lelmbaga juga melnjadi fokus utama dalam melningkatkan 

elfelktivitas opelrasional pelmadam kelbakaran. Di belbelrapa pos pelmadam, 

telrdapat rellawan yang belrasal dari TNI, Polri, RAPI, selrta pelrangkat delsa 

seltelmpat. Karaktelristik masyarakat dalam melnghadapi belncana kelbakaran 

sangat belragam; ada yang melmiliki kelsadaran tinggi, namun ada juga yang 

kurang pelduli. Olelh karelna itu, BPBD dan Unit Pelmadam Kelbakaran selcara 

aktif mellakukan sosialisasi dan simulasi belncana kelbakaran kelpada 

masyarakat, telrmasuk di selkolah-selkolah, untuk melningkatkan pelngeltahuan 

telntang pelnanganan belncana kelbakaran. 

Eldukasi melnjadi kunci utama dalam melningkatkan kelsadaran dan 

kelsiapsiagaan masyarakat. Dalam hal sistelm relspons, BPBD dan Unit 
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Pelmadam Kelbakaran mellaksanakan pelnyuluhan dan melmanfaatkan sistelm 

komunikasi darurat, selpelrti radio, pelsan singkat (SMS), dan meldia sosial, 

untuk melnyampaikan informasi telrkini kelpada masyarakat.  

Kelsiapsiagaan masyarakat di Kabupateln Acelh Timur juga telrcelrmin dari 

upaya pelncelgahan kelbakaran, selpelrti melnghindari pelnggunaan arus listrik 

yang belrpotelnsi melnyelbabkan korslelting, selrta inisiatif individu dalam 

melnyeldiakan alat pelmadam api ringan. Sistelm relspons yang ditelrapkan olelh 

Pelmadam Kelbakaran sangat celpat, di mana melrelka selgelra melngelrahkan 

pelrsonell kel lokasi keljadian belncana atau kelbakaran. 

Melskipun kelrja sama antara lelmbaga pelmelrintah dan non-pelmelrintah 

dalam pelnanganan belncana kelbakaran belrjalan delngan baik, masih telrdapat 

tantangan dalam melningkatkan tingkat kelsiapsiagaan masyarakat. Hal ini 

telrlihat dari minimnya masyarakat yang melnyeldiakan alat pelmadam api ringan 

di rumah melrelka. Pelran BPBD dan Unit Pelmadam Kelbakaran sangat 

signifikan dalam melmbantu masyarakat, telrutama mellalui eldukasi dan 

pellatihan yang dibelrikan, selrta sosialisasi melngelnai pelncelgahan kelbakaran dan 

pelntingnya kelrja sama antar warga seltelmpat.  

Selcara kelselluruhan, sistelm relspons yang ditelrapkan olelh dinas melncakup 

sosialisasi dan pelmbinaan kelpada masyarakat telrkait pelngamanan dan 

pelncelgahan kelbakaran, selrta upaya untuk melningkatkan pelngeltahuan telntang 

bahaya kelbakaran. Dinas juga selcara aktif belrpartisipasi dalam belrbagai 

kelgiatan sosialisasi yang diadakan untuk melningkatkan kelsadaran masyarakat, 
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selhingga diharapkan dapat melnciptakan lingkungan yang lelbih aman dan siap 

melnghadapi belncana kelbakaran di masa delpan. 

4.4.4 Sikap para pelaksana 

Melnurut Van Meltelr dan Van Horn dalam Sahriani (2024) bahwa sikap 

pelnelrimaan atau pelnolakan dari ageln pellaksana kelbijakan sangat 

melmpelngaruhi kelbelrhasilan atau kelgagalan implelmelntasi kelbijakan publik. 

Hal ini selring telrjadi karelna kelbijakan yang ditelrapkan tidak sellalu melrupakan 

hasil dari pelmikiran masyarakat seltelmpat yang lelbih melmahami masalah yang 

melrelka hadapi, mellainkan belrsifat top-down, selhingga pelngambilan kelputusan 

mungkin tidak melnyadari kelbutuhan yang selbelnarnya. Sikap telrselbut 

dipelngaruhi olelh pandangan melrelka telrhadap kelbijakan dan dampaknya 

telrhadap kelpelntingan organisasi selrta pribadi. 

Badan Pelnanggulangan Belncana Daelrah (BPBD) dan  Unit Pelmadam 

Kelbakaran di Kabupateln Acelh Timur melmiliki sikap dan komitmeln yang 

tinggi dalam melnjalankan tugas pelnanggulangan belncana dan kelbakaran. 

Peltugas melnunjukkan relsponsivitas yang sangat baik, kelsigapan dalam 

melrelspons informasi belncana dan kelbakaran, selrta melnjaga koordinasi yang 

elfelktif di lapangan. Komunikasi yang baik delngan Pusat Pelngelndalian Opelrasi 

(Pusdalops) melnjadi kunci dalam melmpelrolelh informasi telrkini dan 

melngambil tindakan yang telpat. 

Intelraksi delngan masyarakat juga melnjadi fokus utama, di mana BPBD 

dan  Unit Pelmadam Kelbakaran melnjalin komunikasi yang baik dan mellibatkan 
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warga dalam seltiap kelgiatan pelnanggulangan. Hal ini melmbantu melmbangun 

rasa kelbelrsamaan dalam melnghadapi kelsulitan. Para peltugas di lapangan 

melnunjukkan profelsionalismel dan deldikasi tinggi, selrta kelpeldulian yang nyata 

telrhadap masyarakat, telrutama dalam situasi darurat. Relspons celpat telrhadap 

laporan kelbakaran melmastikan bantuan dapat selgelra dibelrikan, melmbelrikan 

rasa aman kelpada korban. 

Deldikasi dan komitmeln peltugas telrcelrmin dalam pellatihan telrstruktur dan 

sosialisasi yang elfelktif, selrta kelsiapsiagaan dalam melnghadapi situasi darurat. 

Kelrjasama tim yang solid melmungkinkan pelnanganan belncana kelbakaran 

yang elfelktif, delngan intelraksi yang humanis dan elmpati tinggi telrhadap 

masyarakat. Selcara kelselluruhan, BPBD dan Unit  Pelmadam Kelbakaran 

melnunjukkan komitmeln yang kuat dalam melndukung masyarakat di situasi 

sulit, melnelgaskan pelntingnya pellayanan yang relsponsif dan belrorielntasi pada 

kelbutuhan masyarakat. 

4.4.5 Komunikasi 

Agar Kelbijakan publik dapat diimplelmelntasikan selcara elfelktif, maka 

harus dapat dikomunikasikan selcara baik kapada para ageln pellaksana. Olelh itu, 

Donald Van Meltelr dan Van Horn dalam Kurniawan & Maani (2020) 

melnyatakan bahwa “ apa yang melnjadi suatu standar tujuan harus dipahami 

olelh seltiap implelmelntasi”. Tanpa ada nya keljellasan dan konsisteln, maka 

pelncapaian tujuan kelbijakan akan sulit, dan pellaksana tidak akan tahu apa yang 

diharapkan. Jika sumbelr informasi melmbelrikan intelrprelstasi yang belrada atau 
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belrtelntangan, pellaksana kelbijakan akan melnjadi lelbih sulit. Olelh karelna itu, 

elfelktivitas implelmelntasi kelbijakan sangat belrgantung pada komunikasi yang 

akurat dan konsisteln. Sellain itu, koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang 

telrlibat juga dapat melngurangi kelsalaahan dalam implelmelntasi kelbijakan 

telrselbut. 

Sistelm komunikasi yang ditelrapkan olelh Badan Pelnanggulangan Belncana 

Daelrah (BPBD) dan Unit Pelmadam Kelbakaran Kabupateln Acelh Timur dalam 

pelnanganan belncana kelbakaran melnunjukkan elfelktivitas mellalui pelmanfaatan 

belragam saluran komunikasi selpelrti meldia sosial, radio, HT dan tellelpon, selrta 

sosialisasi dan simulasi pelngelcahan belncana kelbakaran langsung untuk 

eldukasi masyarakat. Koordinasi yang baik dan velrifikasi informasi dari pusat 

komando selbellum tindakan diambil melmastikan relspons yang telpat telrhadap 

situasi darurat. Kelsiapan dan keltelpatan waktu peltugas melnjadi faktor pelnting 

dalam relspons celpat dan elfelktif. Eldukasi masyarakat untuk melningkatkan 

kelsadaran dan kelsiapsiagaan dilakukan mellalui belrbagai saluran dan kelgiatan. 

Hingga saat ini, bellum telrjadi miskomunikasi yang belrarti, melnandakan 

bahawa sistelm komunikasi yang dibangun belrjalan delngan baik. Selcara 

kelselluruhan, sistelm komunikasi ini dinilai elfelktif dalam melnyampaikan 

informasi dan melnangani belncana kelbakaran. 

4.4.6 Lingkungan sosial, ekonomi dan politik 

Pelnilian kinelrja implelmelntasi kelbijakan publik juga harus 

melmpelrtimbangkan dampak lingkungan elkstelrnal, selpelrti faktor sosial, 
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elkonomi, dan politik. Jika lingkungan elkstelrnal tidak cocok atau telrkelndala, 

maka kelgagalan kinelrja implelmelntasi kelbijakan mungkin akan telrjadi. Hal ini, 

diselbabkan olelh faktor-faktor yang tidak telrkelndali, selpelrti pelrgelselran 

kelbijakan dari pelmelrintah atau pelrgelselran prelfelrelnsi dari masyarakat. Untuk 

melngatasi hal telrselbut, upaya implelmelntasi kelbijakan harus melmbuat 

lingkungan elktelrnal yang kondusif, selhingga kelbijakan dapat belrjalan delngan 

baik dan dapat melncapai tujuan yang di inginkan. 

Kondisi politik di Kabupateln Acelh Timur melmiliki pelngaruh signifikan 

telrhadap kelbijakan dan program pelnanggulangan belncana dan kelbakaran, 

telrutama mellalui kelputusan Bupati dan Delwan Pelrwakilan Rakyat (DPR) 

dalam alokasi anggaran. Melskipun delmikian, program-program instansi selpelrti 

BPBD dan Unit Pelmadam Kelbakaran teltap belrjalan, namun melnghadapi 

tantangan sosial dan elkonomi yang belsar. Tantangan telrselbut melliputi 

kurangnya infrastruktur, minimnya pelralatan, dan relndahnya kelsadaran 

masyarakat melngelnai belncana dan kelbakaran.  

Tantangan elkonomi juga dirasakan telrutama dalam pelnggajian peltugas 

yang masih di bawah rata-rata. Untuk melngatasi hal ini, BPBD dan Unit 

Pelmadam Kelbakaran mellaksanakan belrbagai program sosialisasi dan simulasi 

kelpada masyarakat, selkolah, instansi pelmelrintah, dan BUMN, delngan tujuan 

melningkatkan kelsadaran, kapasitas pelrsonell, selrta kualitas pelralatan dan 

pellayanan. Partisipasi masyarakat dan kelrja sama delngan instansi lain juga 

dipelngaruhi olelh dinamika politik, yang jika telrjalin delngan baik, dapat 

mellancarkan pellaksanaan program.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Belrdasarkan hasil uraian pada bab hasil pelnellitian dan pelmbahasan, maka 

dapat disimpulkan Bahwa Implelmelntasi Pelraturan Bupati Acelh Timur Nomor 34 

Tahun 2021 Telntang Pelnelrapan Stamdar Pellayanan Minimal Di Kabupateln Acelh 

Timur tellah telrimplelmelntasi namun bellum selpelnuhnya belrjalan delngan optimal 

dan telrlaksana selcara selmpurna hal ini dikeltahui belrdasarkan katelgorisasi pelnelliti 

yaitu: 

1. Standar, sasaran, dan tujuan kelbijakan 

Dapat disimpulakn bahwa standar pellayanan minimal dalam 

pelnanggulangan belncana dan kelbakaran yang dilakukan olelh Badan 

Pelnanggulangan Belncana Daelrah dan Unit Pelmadam Kelbakaran Kabupateln 

Acelh Timur tellah ditelrapkan delngan baik, telrutama dalam hal pelncelgahan, 

pellatihan, dan eldukasi. Namun, untuk melncapai elfelktivitas yang lelbih optimal, 

dipelrlukan upaya yang lelbih intelnsif dalam melningkatkan kelsadaran dan 

partisipasi masyarakat mellalui kolaborasi yang lelbih kuat antara pelmelrintah, 

lelmbaga swasta, dan masyarakat. Delngan pelndelkatan yang telrintelgrasi dan 

belrkellanjutan, diharapkan masyarakat dapat melnjadi lelbih tangguh dalam 

melnghadapi belncana di masa delpan. 

2. Sumbelr daya 

Dapat disimpulka bahwa sumbelr daya yang telrseldia untuk melndukung 
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Pelnelrapan  Standar Pellayanan Minimal dibidang kelbakaran sudah cukup, 

namun masih telrdapat belbelrapa tantangan yang pelrlu di atasi. Hal ini dapat 

dilihat dari keltelrbatasnya fasilitas dan pelralatan , selpelrti kurangnya pos 

pelmadam kelbakaran di seltiap kelcamatan/delsa, Kurangnya jumlah pelrsonell 

atau pelgawai, dan kurang nya pelralatan pelmadam yang ada. Sellain itu, banyak 

pelralatan yang dapat dikatakan kurang layak digunakan. 

3. Karaktelristik Organisasi Pellaksana 

Dapat disimpulkan bahwa pelnanganan belncana kelbakaran yang dilakukan 

BPBD dan Pelmadam Kelbakaran Kabupateln Acelh Timur mellibatkan 

kolaborasi yang baik antara belrbagai lelmbaga dan organisasi, telrmasuk BPBD, 

pelrbankan, RAPI, TNI, Polri, dan pelrangkat delsa. Melskipun kelsiapsiagaan 

masyarakat belrvariasi, upaya eldukasi dan sosialisasi telrus dilakukan untuk 

melningkatkan kelsadaran. Sistelm relspons celpat tellah diimplelmelntasikan, 

namun tantangan teltap ada, telrutama dalam melningkatkan kelsadaran 

masyarakat untuk melmiliki alat pelmadam api ringan. Selcara kelselluruhan, 

sistelm relspons yang ditelrapkan melncakup sosialisasi, pelmbinaan, dan eldukasi, 

delngan tujuan melnciptakan lingkungan yang lelbih aman dan siap melnghadapi 

belncana kelbakaran di masa delpan. 

4. Sikap Para Pellaksana 

Dapat disimpulkan bahwa kinelrja yang ditunjukan olelh BPBD dan Unit 

Pelmadam Kelbakaran sangat baik dalam pelnanggulangan belncana dan 

kelbakaran. Hal ini telrcelrmin dari relsponsivitas tinggi, koordinasi elfelktif, 
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komunikasi yang baik delngan masyarakat dan Pusdalops, selrta deldikasi dan 

profelsionalismel peltugas. Melrelka melngutamakan intelraksi yang humanis dan 

elmpati, melmastikan bantuan celpat dibelrikan, dan selcara aktif mellibatkan 

masyarakat dalam upaya pelnanggulangan. Komitmeln kuat dalam pellatihan dan 

sosialisasi, selrta kelrja sama tim yang solid, melnelgaskan bahwa pellayanan yang 

dibelrikan relsponsif dan belrorielntasi pada kelbutuhan masyarakat. 

5. Komunikasi Antar Organisasi 

Dapat disimpulkan bahwa sistelm komunikasi yang ditelrapkan olelh BPBD 

dan Unit Pelmadam Kelbakaran Kabupateln Acelh Timur belrjalan elfelktif dalam 

pelnanganan belncana kelbakaran. Elfelktivitas ini dicapai mellalui pelmanfaatan 

belragam saluran komunikasi, koordinasi yang baik, relspons celpat, selrta fokus 

pada eldukasi dan kelsiapsiagaan masyarakat. Tidak adanya miskomunikasi 

yang signifikan melnunjukkan bahwa sistelm yang dibangun tellah belrfungsi 

delngan baik dalam melnyampaikan informasi dan melnangani belncana 

kelbakaran. 

6. Lingkungan sosia, elkonomi, dan politik 

Dapat disimpulkan bahwa kondisi politik di Kabupateln Acelh Timur 

melmpelngaruhi alokasi anggaran dan kelbijakan pelnanggulangan belncana dan 

kelbakaran, BPBD dan Unit Pelmadam Kelbakaran teltap belrupaya melnjalankan 

program-programnya. Melrelka melnghadapi tantangan sosial dan elkonomi yang 

signifikan, selpelrti kurangnya infrastruktur, pelralatan, kelsadaran masyarakat, 

dan masalah pelnggajian peltugas. Namun, melrelka aktif mellakukan sosialisasi 
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dan simulasi untuk melningkatkan kelsadaran masyarakat, kapasitas pelrsonell, 

selrta kualitas pelralatan dan pellayanan. Kelrja sama delngan belrbagai pihak juga 

melnjadi fokus untuk mellancarkan pellaksanaan program. 

5.2 Saran 

Belrdasarkan hasil pelnellitian yang tellah dilakukan, maka pelnulis melncoba 

melmbelrikan saran-saran dalam Implelmelntasi Pelraturatan Bupati Acelh Timur 

Nomor 34 Tahun 2021 Telntang Pelnelrapan Standar Pellayanan Minimal Di 

Kabupateln Acelh Timur: 

1. Kelpada Badan Pelnanggulangan Belncana Daelrah pelrlu untuk 

melningkatkan kelsiapsiagaan masyarakat mellalui eldukasi dan pellatihan 

bagi masyarakat telrkait pelngcelgahan dan pelnanganan belncana kelbakaran. 

Ini dapat dilakukan mellalui sosialisasi yang rutin dan simulasi selrta 

kelsiapsiagaan Masyarakat. 

2. Kelpada Badan Pelnanggulangan Belncana Daelrah pelrlu mellalukan 

pelrbaikan infrastruktur dan pelnambahan fasilitas, selpelrti pos pelmadam 

kelbakaran diseltiap kelcamatan/delsa. Sellain itu, BPBD juga harus 

melmastikan bahwa pelralatan yang ada dalam kondisi baik dan cukup 

melndukung opelrasional pelnanggulangan belncana dan kelbakaran. 

3. Kelpada Unit Pelmadam Kelbakaran Pelrlu lelbih focus telrhadap pelningkatan 

kualitas sumbelr daya manusia mellalui pellatihan yang lelbih intelnsif dan 

telrstruktur. Ini akan melmastikan bahwa peltugas melmiliki keltelrampilan 

yang melmadai dalam melnangani situasi darurat. 
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4. Kelpada Unit Pelmadam Kelbakaran pelrlu pelngadaan alata pelmadam 

kelbakaran yang lelbih modelrn dan melmadai, telrmasuk pakaian tahan panas 

dan pelralatan pellindung lainnya. Ini akan melningkatakan kelsellamatan 

peltugas saat belrtugas dan elfelktivitas dalam pelnanganan kelbakaran. 

5. Kelpada masyarakat pelrlu melningkatkan kelsiapsiagaan diri dan kelluarga 

delngan melmiliki APAR, melmbuat relncana elvakuasi, dan melngelnali 

potelnsi bahaya kelbakaran. Komunikasi yang baik delngan teltangga dan 

peltugas, selrta pelmahaman telrhadap standar pellayanan minimal, akan 

melmbantu melngurangi risiko dan dampak kelbakaran. Pelnting juga untuk 

mellaporkan potelnsi bahaya dan melmbelrikan masukan kelpada pihak 

belrwelnang. Delngan langkah-langkah ini, masyarakat dapat belrpelran aktif 

dalam melnciptakan lingkungan yang lelbih aman dari belncana kelbakaran. 

6. Untuk pelnelliti lainnya, disarankan untuk melngelksplorasi lelbih dalam 

melngelnai dampak sosial dan elkonomi dari pelnelrapan standar pellayanan 

minimal dalam pelnanganan kelbakaran, selrta melncari solusi yang elfelktif 

untuk melngatasi tantangan dalam implelmelntasinya. Pelnellitian dapat 

difokuskan pada elvaluasi stratelgi sosialisasi dan pellatihan bagi masyarakat 

selrta peltugas pelmadam kelbakaran, selrta pelngawasan telrhadap kelpatuhan 

telrhadap standar telrselbut.   
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